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BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi,
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara-bila ada, tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

» Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

» Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus

Akuntansi Pemerintahan.

Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.

Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus

kendali mutu jawaban.

Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.

Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

VVV VYV

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata
bagi semua pemangku kepentingan.

Memberi panduan semacam yurisprudensi.

Mendorong publik cg. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.

Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.
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Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi &
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi
pemerintahan.

Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.

Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku
kepentingan.

Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara- tidak disajikan dalam
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian
produk resmi KSAP.

Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.

Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi,
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.

Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.

Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

¢ Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep
sementara surat jawaban.

¢ Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP
Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP
harus berdasar Lampiran 2 tersebut.

2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok
Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), homor
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1)
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP,
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga
menimbulkan masalah baru di masa depan.

3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus
dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan
umum.

4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi
pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar
domain KSAP.

5. KSAP bersikap independent cqg. tidak memihak dan membuat jawaban dengan
integritas paripurna.

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis,
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan,
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya
memahami bahwa :

e Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat,
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.

e Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

e Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.

e Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Juli 2022
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BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022
No. Tanggal Surat MNomor Surat Tujuan Instansi Perihal
1|10 Januari 2022 S-5/K.1/KSAP/I/2022 Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi |Perlakuan akuntansi atas
NTB pengeluaran pembiayaan dan
penyajian pergeseran kas dari
rekening BLUD ke RKUD
2|26 Januari 2022 S-9/K.1/KSAP/I/2022 Direktur Jenderal |Kementerian Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10

Perbendaharaan |Keuangan (Revisi 2020)
3|26 lanuari 2022 5-10/K.1/KSAPfI/2022  |Bupati Kabupaten Penjelasan Terkait Penghapusan
Jeneponto Utang
4(14 Maret 2022 S-1B/K.1/KSAP/NI/2022 |Direktur Kementerian Konsultasi Pendapatan Bunga — LRA
Akuntansi dan Keuangan atas Obligasi Premium yang Berasal
Pelaporan dari DPPMN yang Bersifat Endowment
Keuangan, DJPb Fund (Dana Abadi)
5|30 Maret 2022 5-24 K 1/KSAP/INI/2022 |Kabiro BMN Kementerian Konsultasi Penyajian Investasi
Kemenkes Kesehatan Jangka Pendek
6|07 April 2022 S-25/K.1/KSAP/INI/2022 |Kabiro KKP Kementerian Penyajian PNBP lasa Tambat Laut
Kelautan dan pada Laporan Keuangan
Perikanan
7|15 September 2022 S-62/K.1/KSAP/I¥/2022 |Kabiro KKP Kementerian Pendapat Kebijakan Akuntansi
Kelautan dan BMEKT
Perikanan
8(15 September 2022 S-64 K. 1/KSAP/IX/2022 |laksa Agung Kejaksaan Agung Pendapat atas Perlakuan Akuntansi
Muda Pembinaan Barang Rampasan Berupa Surat
Berharga
9(29 September 2022 5-65/K.1/KSAP/IX/2022 |Dirjen Kementerian Hukum [Jawaban atas Undangan Kegiatan
Administrasi dan HAM rekonsiliasi penyusunan LK DIPA
Hukum Umum AHU triwulan 11l TA. 2022
10|05 Oktober 2022 5-69/K.1/KSAP/Xf2022 |Dirjen Anggaran |Kementerian Perlakuan akuntansi migas
Keuangan
11|19 Oktober 2022 S-TA4/K.2/KSAPSX/2022 |Dir. Perencanaan |Kementerian Penyampaian tanggapan tentang
Pertahanan Pertahanan rancangan pembiayaan pemenuhan
Sishanneg 2020-2024
12|19 Oktober 2022 5-75/K.2/KSAP/X/2022 |Dit. PPK BLU, Kementerian Pendapata terkait PSAP 13
Ditjen Keuangan
Perbendaharaan
13|19 Oktober 2022 S-TE/K.2/KSAP/Xf2022 |Sekretaris Daerah | Pemerintah Kota Penjelasan mengenai PSAP No. 10
Padang dan Penerapannya dalam
Perubahan Kebijakan Akuntansi
14|29 Desember 2022 S-90/K.1/KSAP/XI1/2022 |Kabiro KKP Kementerian Pendapat tentang Kebijakan
Kelautan dan Akuntansi Tanah dalam Kondisi
Perikanan Tidak Ditemukan Keberadaannya
15|29 Desember 2022 S-91/K.1/KSAP/XII/2022 |Inspektur Daerah |Kabupaten Flores Pendapat Terkait dengan Biaya

Timur

Perjalanan Dinas dan Biaya Lainnya
yang Masih Harus Dibayar sebagai
Kewajiban Jangka Pendek/Utang
Jangka Pendek




GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

KW KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor
Sifat
Hal

. S-09/K.1/KSAP/1/2022 26 Januari 2022

. Segera
. Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo | lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-2/PB/2022 tanggal 09 Januari 2022, hal
permintaan penjelasan mengenai paragraf 8 dan paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020), dapat
kami sampaikan:

1. Terkait dengan penggunaan paragraf 08 dan paragraf 09, PSAP 10 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang dihentikan:

a.

Paragraf 8 menyatakan bahwa “Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik
mengatur transaksi, peristiwva atau Kkondisi tertentu, entitas menggunakan
pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi,
dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

i. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan
kondisi, situasi atau transaksi terkait;

ii. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-
LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan
ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual®.

Paragraf 9 menyatakan bahwa “Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan
dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini
yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan
berterima umum baik di sektor pemerintan maupun sektor swasta, tetapi hanya
sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan
dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan
yang diterbitkan oleh /International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) “.

Berdasakan poin 1.a dan 1.b di atas, pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi
tetap menggunakan hirarki sebagaimana paragraf 8. Paragraf 9 bukan merupakan
sumber hirarki dalam pembuatan kebijakan akuntansi jika belum ada PSAP yang
mengaturnya. Standar terkini atau praktik akuntansi yang sehat sebagaimana dimaksud
dalam paragraf 9 hanya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat pemerintah
menggunakan sumber hirarki yang terdapat dalam paragraf 8 dimaksud.

2. Terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban pensiun dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:
Paragraf 53 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan



oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan”. Berdasarkan hal tersebut, kami
berpendapat bahwa pengungkapan nilai kewajiban pensiun pada Catatan atas Laporan
Keuangan merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka pengungkapan lengkap
(full disclosure) informasi keuangan karena belum tersedianya PSAP yang mengatur
transaksi imbalan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.
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Nomar . S-2/PB/2022 08 Januar 2022
Sifat . Sangat Segera
Hal . Pemintaan Penjelasan Mengena Paragraf B dan Paragraf @ PSAR 10

(Revisi 2020)

Yih. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jalan Budi Utomo Nomor 8
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
LKPP Tahun 2020 mengenai kewajiban jangka panjang terkait program pensiun pemerintah
(selanjutnya disebut *kewajiban pensiun®), dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP LKPP Tahun 2020 dimaksud, terdapat rekomendasi BPK kepada Pemerintah
untuk mempersiapkan penerapan PSAP 10 (Revisi 2020) termasuk upaya penyelesaian
penyedizan standar akuntansi mengenai kewajiban pensiun.

2 Rekomendasi tersebut didasarkan pada Paragraf 8 dan Paragraf 8 PSAP 10 (Revisi 2020)
yang menetapkan bahwa apabila fidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur ransaksi
tertenty, dalam mengembangkan atau menerapkan kebijakan akumtansi, maka enttas
mengacu pada PSAP lain yang mengatur hal serupa, kerangka konseptual atau dapat
mempertimbangkan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar lain (misalmya
IPSAS).

3. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun, Pemerintah mengacu
pada sumber-sumber secara hirarki sebagaimana yang diatur dalam PSAP 10 (Revisi 2020).
Kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun yang diterapkan Pemerintah saat ini, dapat
kami jelaskan sebagai berikut.

3. Pemerintah menyusun kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan IPSAS 38, yaitu
estimasi nilai kewajiban pensiun, diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CalK) dan tidak disajikan dalam Neraca. Untuk itu, setiap tahun
Pamerintah menugaskan aktuaris menghitung estimasi nilai kewajiban pensiun tersebut.

b. Kebijakan pengungkapan kewsjiban dari program pensiun pemefintah ini, karena
beberapa pertimbangan:

1} Pemerintah dalam masa fransisi, belum ada dana pensiun, dan manfaat pensiun
diakui sebagai beban APBN saat pegawal memenuhi krtera menerma manfaat
pensiun.

2) Belum ada pemisahan beban atau kewajiban pensiun dari pekerja lingkup
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan,
karena pemerintah pusat bukanlah pemberi kerja bagi pegawai pemenintah daerah.

3) Belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur pencatatan dan pelaporan fransaksi
yang timbul dar beban atau kewajiban aktuaria dari program pensiun;

4) Dalam menyusun kebijakan akuntansi, Pemerintsh tidak mengadopsi IFSAS 39
(secara penuh). Walaupun IPSAS 38 mengatur bahwa kewajiban pensiun program
imbalan pasti yang tidak cukup didanai disajikan di Neraca, namun karena rujukan
pada IPSAS ini bersifat pilihan, maka Pemerintah mempertimbangkan dan memilih
kebijakan akuntansi yang sedikit berbeda dari ketentuan dalam IPSAS tersebut.



5) Penyajian kewajiban pensiun dalam Neraca Pemerintah dapat menimbulkan
kontroversi, khususnya terkait porsi utang atau kewajiban terhadap PDB atau aset.

4, Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami mohon penjelasan KSAP, apakah
pemilihan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun dengan mempertimbangkan IPSAS
39 dan mengungkapkan nilainya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (namun tidak dalam
Neraca), telah sesuai dengan maksud pengaturan dalam PSAP 10 (Revisi 2020).

5. Kami berharap jawaban atau penjelasan dari KSAP dapat kami tenma pada kesempatan
pertama, mengingat penjelasan ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam
menentukan mekanisme pelaparan pregram pensiun dalam pelaporan keuangan tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Hadiyanto
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Nomor :S- 05 /K.1/KSAP/XI/2021 10 Januari 2022
Lampiran i
Hal . Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian

Yth.

Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Penjanggik Nomor 12 Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara hal Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran

Pembiayaan dan Penyajian Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendapatan LRA dan pengeluaran pembiayaan, ketentuan dalam PSAP dan
IPSAP yaitu:

a.

b.

Paragraf 21 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Pendapatan-LRA diakui pada saat
diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah”,

Paragraf 24 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”;

IPSAP 02 menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai
pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat
penampungannya;

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan adalah semua
pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Paragraf 57 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”; dan

IPSAP 04 menyatakan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh
BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai
salah satu sumber pengeluaran.

2. Berdasarkan hal-hal di atas pada butir 1, kami berpendapat bahwa Bendahara Umum Daerah
tetap mengakui Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum) sebesar nilai sebelum dikurangi
pokok pinjaman dan bunga pinjaman daerah, dan pada saat bersamaan BUD mengakui
pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman, dan belanja bunga pinjaman
daerah tersebut. Mekanisme perbendaharaan untuk pengesahan pengeluaran pembiayaan
pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Terkait dengan penyetoran kas dari BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah, ketentuan dalam
PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu:



a. Paragraf 27 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU
tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada
pemerintah pusat/daerah”;

b. Paragraf 28 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU
tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU
dan penambah SAL pada pemerintah pusat/daerah”; dan

c. Paragraf 65 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU
pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas
pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah”

4. Berdasarkan hal-hal pada butir 3 di atas, kami berpendapat bahwa terkait dengan penyetoran
kas dari BLUD ke RKUD, apabila penyetoran kas BLUD tersebut berasal dari pendapatan LRA
BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD. Penyetoran kas BLUD
yang berasal dari saldo SAL (pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya) dibukukan sebagai
pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD. Penyetoran kas tersebut dibukukan sebagai
pengurang ekuitas pada BLUD dan sebagai penambah ekuitas pada Bendahara Umum Daerah
sehingga perlu dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BLUD maupun LPE BUD.
Transaksi penyetoran kas BLUD ke RKUD bukan merupakan transaksi anggaran yang
dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran, namun merupakan transaksi perpindahan kas
dari BLUD ke RKUD sehingga tetap terlihat pada Laporan Arus Kas BLU sebagai arus kas keluar
dan pada Laporan Arus Kas BUD sebagai arus kas masuk, serta dilaporkan pada Laporan
Perubahan SAL di BLUD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

e

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

JIn. Penjanggik No. 12 Mataram Telp: ( 0370 ) 627689, 625345 Fax: 627677
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Mataram, 5 November 2021

Nomor : 900 /\h93 /RpD/2021 Kepada
Sifat : Penting. Yth. Ketua Komite Standar
Lampiran - Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Perihal . Perlakuan Akuntansi atas
Pengeluaran Pembiayaan di-
Dan Penyajian Pergeseran Kas Jakarta.

dari rek. BLUD ke RKUD

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, melalui surat ini kami mohon

petunjuk dan saran KSAP terkait beberapa permasalahan berikut :

1. Pemerintah Provinsi NTB Telah melakukan perjanjian dengan PT. SMI
terkait pinjaman jangka panjang, dimana angsuran terhadap pinjaman
tersebut akan dilakukan dengan mekanisme pemotongan langsung terhadap
DAU Pemerintah Provinsi NTB dan yang akan di transfer ke rek. RKUD
adalah sebesar nilai netto setelah dipotong angsuran Pokok dan Bunga.
Mohon saran dan petunjuk bagaimana perlakuan akuntansi teradap
pengeluaran pembiayaan pada LRA mengingat pengakuan penerimaan

pembiayaan pada LRA berdasarkan basis kas.

2. Sehubungan dengan SAP Pernyataan No. 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan BLU, paragraf 27 dan 28 mohon untuk dapat diberikan gambaran
yang lebih jelas terkait bagaimana bentuk penyajian atas pergeseran kas
sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut dalam LRA dan LAK
baik pada BLUD maupun LKPD. Mengingat Pemerintah Daerah Provinsi
NTB pada Tahun 2021 telah melakukan pergeseran kas dari RK. BLUD ke
RKUD.

Demikian saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh.

N PENGELOLAAN
N ASET DAERAH,

\f@Wa 199103 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@gmail.com

Nomor . S-10/K.1/KSAP/1/2022 26 Januari 2022
Sifat . Segera
Hal : Penjelasan Terkait Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu
Kab. Jeneponto
Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-1/TL/ITKAB/1/2022 tanggal 13 Januari 2022,
hal Penghapusan Utang, dapat kami sampaikan bahwa Saudara dapat mempedomani surat
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Kepada Bupati Nias Nomor: S-
50/K.1/KSAP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengakuan Kewajiban serta surat KSAP
kepada Bupati Jeneponto Nomor: S-46/K.1/KSAP/V//2021 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal
Penghapusan Utang sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



Lampiran |

Surat Ketua Komja KSAP
Nomor: S- /K.1/KSAP/1/2022
Tanggal Januari 2022

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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Hal Pangakuan Keswajhan
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Sehubungan dengan sural Saudara Nomor SEVITI4EPKPAL tanggal 14 Febeuarn
2020 panhal Perghapusan Utarg, bersama ini cepel kami senpakan Fed sabagad berkul

1. Pernyataan Standar Akuetansi Pemanntaban (PEAP] 09 dantang Akunlars) Koewapban

a.  Paragrof 18 manyatokan batea Wewajban dakei jha Desar kemungkinan batrea
pangeian suribarn daya akanami akan dilaodan unluk menyelesakan kewapban
vary) @da sampal sasl poelaporan dan perubaban alss  aesajlen larsebao
mempunyal relel panyeesaian yang dapal dicker dengan anda”

b Paragra® 23 menyalakan bahwa “Sugly Iransaksi dengan perlukoran S kelks
masing-masng phak dolam transsksi emeben mergobackan dan reneima sualu
niwi wabags gantinga Terdapal dua ans fimbal baik atas sumber daya akau jang
univk menpediaian sumber daya Dalam rarsaks mealui periukann, kewaiban
diabui kelika sstu pihak merscina barang atau jasa sebaga ganti jand unnk
mambarikan uang atau sumbar daya lan d maka depan.

2 Budelin Tekmiz Momer 18 lenlang Akunbanzi Ulsng Berbesis Akrosl Soobab 2.1 1 Wlang
kepacda Fihak Ketga pada pain A Wedang pengakuan, menyatasan babwa “Uhang
kepada phax kebiga diaku pada saxt terdapat klam yang sah dan pias keligs, yang
Brasanys drsatakan dalam venluk surst penagiban [mvecs) kepaca pamerrtan ool
prnifimasn barangjaka yang belum cdiscdesaikan pembayarannya cleh pemanntah.
Hang kepada pihok ketga paga diskul apabita poda akbir Satun masih ledapal dana
yang barasal dan SPM-LE kepeda Bendahara Pengeliaan yang belum dserabkan
kepada pinak vang kerhak”.

Berdasarkan hal i atss, utang Pemerrish Kabupsten Moas Barsl kepacs plhoek keliga
tgak memenihl kilena Kewsjiban, maka hdak dapat diekul sebagal ulangfewagban
pemanniab, sebingga ulong yang telak coke cape? dnsnlicen pangakuannys.

Dmbdan Kaire aampaikan, alas pematsnaya ducapkan lenma kasin.

“abun Kamiva Kara,

Sumiyab
Tembusan:
1. Orekiur Jenceral Ferbencaoharaan, Kemenlersn Kevsogan selaky Setus Komile
Howmudiatil, can

2 Deektur Jendera! Hina Keuargan Ooorab, Kemenieran Dot Megen selaky Wakld
Kb Kamile Korsullalil,



Lampiran Il

Surat Ketua Komja KSAP
Nomor: S- /K. 1/KSAP/I/2022
Tanggal Januari 2022

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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Hai . Pandapal alas Penghapusan Ularg

Yih  Bupatl Jereoonto
di Bordosurgoe

Snhubungan dengan susl Saudacs Momor SOONESTANEORT tanggal 21 Mel 2020 rad

Perghapusan LEssg dengan i kami semaakan babwa:

1. PSAP Ob Anuaansi Kewajban, paca paragrat 18 diyatakan bahwa “Kewapban diaos jka
bemar Kemunokinan bahms pengelusrs’ Sumser days ecororni akan dlalukan Lriok
meryelesa kan kevwaiBan vard sda SAMPAI 5350 pelasaran, dan parubahac atasg acwaiban
perpaou] Mmampunya: nla penyrlesaan yang dopat dukur dengan andal,

2 FEAP 10 dspjokan Akunlansi Pecubahan Hebipean Akantans, Kesashan, Farabahan
Estimasi Alurdasi, Den Qperasi Yang Dihentiesn (Hews 23205
& Faragraf 75 menyatakan babwa Fesalahan mungkin bl dalam pengakuan,

pengJsuran atau pengungkapan unsur-unso: lsootar ksuangane yang deebabkan
artara s kaners
i kelerfambatan bukth trarsaks;
1. kesakahan perhilungan mabersds,
i kesakran panarapan kebiskan akuntacs);
b kakairoan atau kesalahan imerpretas fakia; ssta
w. kecurangar
b Paragral 34 manyalaean babawa "Hesaghan atas prnoatatan kewajiban yang tenaai
peaia prncde-perinds sebaiumnya. apabia laporan kedangan pencoe terssbul sudah
ciolonsas unluk forbil, cilakosar Gengan pembetuksn pads akun kewajban yang
bersmngRutar can Sk ekl
Pencalalar akunlang alas e Vansaks) doasaran atas keberadaar suatu dokuamen
sumbar Ernilas ficak mengakul wowajban spaiia hosk lerdapal bukl alau dokumen yang
mercasan mbainys kewsioan eesebul LUnjuk pembelulan Sdun kewagphan dan akun
terkail dupat dikoesulisskan dengan Dineddoral Jendeoral Zina Keuangan  Caerah
Hemrenterizn Dalam Megen
Cemikar kami sampakan, alas pePE0annya giucsokan becemns kaai

Kelua Bomile Eerna,

Tambusan
1. Drsepr Jondersd Ferpandahanaan, Kemenlerar <euangan soiaku  Ketua  #orele

Konguhate, dan
2. Orskbor Jendersl Bina Keuangan Daarab. <emantenan Delam Mogen ssaku Yakl Kelua

Horrile Kansukaal



BUPATI JENEPONTO

JALAR LANTO Da, BASEWANG NG 34 BONTOSUNGGU TELE. 0419-2 1022 Kede fos 02311

Jenspomie, 13 Januan 2022

mepadn
Neenor ;T [ MR8 ) ZeeE ¥ieh,  setun Keanele Stnda
Lamp - Akuntans Pancontab |RSAT)
Perrhal @ Penghapusun Utang ih -

Tempurt

Schuburgean  denpan ssrat Fomite Stadar Akeztanst Pemenntaban Sa S-
AR VRSAPAVZ02 L waegpal 28 Me 2021 penhal pendapat atas penghapusan wtang yang
memyatitkan babwa wnted pesbetnlan obun kewapben dem akan terkant dapar dikonsuliasikan
dengan derelaomt Jendral Bing kevangan Daersh Remontnen dalum Megeni, maka Pemenintah
Foabapiten Jeneponio telab mefakokan Langsab-lanzhah schag berkut

I Berkeesultast demean direktorm Henn Rowmmpn Daersh dengan hasil melakekan
muilonng dan evalazsi dengan tim Kemendapn U Pagen Buag Keuimgzan Daerah besera

ARIP Provanes sebelum melakuian penshapeson vinng dirmaksad

2 Berkesultast dengan Inspekionl Provinsi dengan hasil bhabwa penghapusan arsng

Pemsnaiah Dacrah Kabupaten Jeneponto depat dilaknkas apabala syar-syaran hontena

vang telah destur dslmn Setentumn peramdang-undangn.

Terkan Langhah-langiah vanp didakokan torsebue poda pemantauan tisdok lanju Has:
Pemeriksaan PR semester hadop thun 2021 BPR mengmggap belem sesuas Rekomendasi
karema belum ada bukti saraz dar R5AP vang menvalsha telab selesses Oleh Karena i ko
mmtn Solusi mas permasziahnn mang Pemenntah Kabuopaten Jgoepaio ersebut. Selugeas badan
pernmndingan Kasus kami lampirkan surat dan KSAF gada Rabopaten NIAS

Dhemmibaan disnpaikan dan aas kerjasnnma vang bisk, Kamg vcaphan weomi kasih.

{Iilll'ﬁ'l'l JENEPONTO 9 \

}Bn. T IRSAN ISKANDAR. Y&

Temehirsay .

Sdenteri Daln Megen Bann Keuargan [xaernh
Menteri Reuangan R

Repaks Perwakilan BPE-RI Perwakilan SUL-SEL
Eetun DPED kabmpaten Jeneponio

Inspektar Kabaepmen Jeneponio
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@amail.com

Nomor : S-18/K.1/KSAP/IIN2022 14 Maret 2022
Sifat
Hal

Sangat Segera

Konsultasi Pendapatan Bunga — LRA atas Obligasi
Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat
Endowment Fund (Dana Abadi)

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 1
Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta 10710

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-115/PB.6/2021 tanggal 13 September

2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Diskonto atau premium investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) beserta
amortisasinya dicatat berdasarkan basis akrual sebagaimana diatur dalam Paragraf 36
dan 37 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), yang mengatur bahwa:

a.

Paragraf 36 menyatakan bahwa “Diskonto atau premium pada pembelian investasi
diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil
yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.”

Paragraf 37 memberikan penjelasan terhadap paragraf 36 bahwa “Diskonto atau
premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying
value) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi
diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai
pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional.
Pendapatan bunga — LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium’”.

Pendapatan bunga — LRA sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 PSAP 06 Akuntansi
Investasi (Revisi 2016) dicatat berdasarkan basis kas sebesar kas yang diterima,
mengacu pada paragraf 7 dan paragraf 24 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Berbasis Kas, yang mengatur bahwa:

a.

Paragraf 7 menyatakan bahwa “Pendapatan — LRA adalah semua penerimaan
rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Paragraf 24 menyatakan bahwa “akuntansi pendapatan — LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)".



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A h Komite Kerja,
2\
.
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Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IIl LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-
3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor :  S-115/PB.6/2021 13 September 2021
Sifat . Sangat Segera

Lampiran Do

Hal :  Konsultasi Pendapatan Bunga — LRA atas Obligasi Premium yang Berasal dari

DPPN yang Bersifat Endowment Fund (Dana Abadi)
Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan pada Laporan
Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 tahun 2020 sesuai dengan LHP BPK nomor
20b/LHP/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP BPK tersebut terdapat temuan bahwa pengakuan pendapatan PNBP atas
pendapatan dari hasil investasi Surat Berharga Negara BLU LPDP tidak sesuai dengan
PSAP, dengan kronologis sebagai berikut:

a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku Satker BLU (BLU LPDP) sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku (terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2019 tentang
APBN Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi
Pendidikan serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri
Keuangan sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP) mendapat penugasan untuk
mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2010 Pasal 1 ayat 35b menyebutkan definisi DPPN pertama kalinya sebagai anggaran
Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk
menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai
bentuk pertanggunjawaban antargenerasi (intergeneration equity) yang pengelolaannya
menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh BLU di bidang Pendidikan,
dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas
Pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

c. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan mengenai APBN
menegaskan bahwa karakteristik DPPN adalah sebagai endowment fund (dana abadi).
Hanya hasil kelolaan DPPN yang boleh digunakan untuk belanja dalam rangka menjamin
keberlangsungan program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan nilai
pokok atas DPPN tidak diperkenankan berkurang.

d. Sesuai ketentuan berlaku, tata laksana pembentukan dan/atau penambahan DPPN
dialokasikan dalam APBN dan direalisasikan anggarannya oleh entitas
akuntansi/pelaporan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Investasi
Pemerintah sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan tata laksana hasil kelolaan
DPPN sebagai pendapatan dan penggunaannya sebagai belanja
dipertanggungjawabkan oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU LPDP yang berada dalam
struktur organisasi Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Keuangan.


[@KopSurat]
[@KopSurat]
%5b@AlamatOrganisasi%5d
%5b@AlamatOrganisasi%5d
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%5b@NomorND%5d
%5b@TanggalND%5d
%5b@SifatNd%5d
%5b@Lampiran%5d
[@Perihal]
[@Perihal]
[@Tujuan]

e. Sepanjang tahun 2020, BLU LPDP melaksanakan penugasan pengelolaan DPPN dalam
bentuk instrumen keuangan salah satunya adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang
diperoleh secara par dan premium dengan rincian beserta imbal hasilnya sebagai berikut:

Realisasi Kupon Selisih Realisasi Amortisasi Kas Bunga Dibayar di
No Seri Selama 2020 Pendapatan-LRA Kupon dengan Bagian Premium Muka

Pendapatan-LRA
@) o) ®) @) (6)=03)-) (6) @
1 FR0O045 314.564.640.000 279.966.991.112 34.597.648.888 34.597.648.888 -
2 | FRO057 350.224.435.000 | 319.848.169.653 |  30.376.265.347 30.376.265.347 -
3 FRO067 115.349.850.000 110.520.428.004 4.829.421.996 4.829.421.996 -
4 FROO70 75.996.508.750 67.259.967.721 8.736.541.029 8.736.541.029 -
5 FROO71 115.981.380.000 102.370.441.138 13.610.938.862 13.610.938.862 -
6 FRNTO0001 280.000.000.000 280.000.000.000 - - -
7 | PBSNT-001 120.000.000.000 |  120.000.000.000 - - -
8 | PBS025 120.854.432.500 34.366.995.876 |  86.487.436.624 3.729.207.324 82.758.229.300
9 FROO080 108.712.500.000 45.782.516.581 62.929.983.419 555.099.419 62.374.884.000
10 | FRO080 52.566.150.000 19.093.729.652 33.472.420.348 152.490.068 33.319.930.280
11 | PBS025 109.921.875.000 16.114.304.745 |  93.807.570.255 1.806.570.255 92.001.000.000
12 | FR0080 107.184.637.500 30.440.553.026 |  76.744.084.474 602.976.251 76.141.108.223
13 | FR0080 70.486.800.000 14.979.302.468 |  55.507.497.532 428.172.188 55.079.325.344
Total 1.941.843.208.750 | 1.440.743.399.976 501.099.808.774 99.425.331.627 401.674.477.147
f. Mekanisme pencatatan akuntansi dana terhadap pengelolaan endowment fund dalam

bentuk perolehan obligasi/SBN secara premium, amortisasi dan pengakuan hak
pendapatan dari imbalan bunga obligasi/SBN premium, telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Investasi Pemerintah (merujuk dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Investasi Pemerintah Bab IV poin IV.1.6.e.), dimana teknis kebijakan akuntansi
untuk memenuhi amanat karakteristik endowment fund adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Setelah perolehan awal obligasi/SBN secara premium, dilakukan penilaian dengan
kebijakan amortisasi premium secara garis lurus sesuai dengan pembayaran kupon
periodik jatuh temponya.

Pada saat periode pembayaran kupon, dilakukan perhitungan atas nilai amortisasi
premium satu periode kupon dan membentuk allowance (saldo normal kredit)
sebagai kontra akun nilai perolehan awal obligasi/SBN secara premium, serta
mencatat secara kas kembali dalam DPPN yang belum diinvestasikan (saldo
normal debit). Sampai dengan jatuh tempo pelunasan obligasi/SBN, nilai allowance
akan terus terakumulasi hingga mencapai nilai premium sesuai perolehan awal dan
nilai bukunya menjadi sebesar nilai nominal obligasi/SBN jatuh tempo yang akan
dilunasi.

Pada saat jatuh tempo, kas yang diterima sebesar nilai buku obligasi/SBN atau sama
dengan nilai nominal obligasi/SBN selanjutnya diakui, dicatat dan disajikan sebagai
DPPN yang belum diinvestasikan dan menghentikan pengakuan obligasi/SBN
sebesar nilai nominal, serta pada saat yang bersamaan menghentikan pengakuan
nilai akumulasi allowance dengan nilai sisa tercatat obligasi/SBN sebesar nilai
premiumnya.




Dengan demikian, pencatatan akuntansi berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.05/2018
atas transaksi penerimaan dana imbal hasil SBN secara premium sesuai periode
pembayarannya sepanjang tahun 2020 pada BLU LPDP sebagaimana dimaksud pada
huruf e yaitu sebesar Rp1.941.843.208.750, adalah sebagai berikut:

1) BLU LPDP mengakui bagian yang memenuhi substansi hak pendapatan sebagai
pendapatan — LRA dan pendapatan — LO sebesar Rp1.440.743.399.976. Bagian
tersebut merupakan hak yang menjadi pendapatan entitas akuntansi/pelaporan
BLU LPDP yang berada dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga
(Kementerian Keuangan) sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan pada
akhirnya penerimaan kasnya dikonsolidasi sebagai penambah saldo anggaran lebih
tahun 2020.

2) BLU LPDP tidak diperkenankan mengakui bagian yang tidak memenuhi substansi
sebagai hak pendapatan — LRA dan pendapatan — LO sebesar Rp501.099.808.774.
Atas bagian yang tidak memenuhi substansi hak pendapatan tersebut, BLU LPDP
mencatatnya sebagai bagian dari dana DPPN yang belum diinvestasikan yang
timbul dari transaksi:

i. Substansi penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN
yang dibayarkan sebagai bagian bunga periode berjalan sebesar
Rp401.674.477.147; dan

il. Substansi penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar
Rp99.425.331.627.

Nilai pendapatan — LRA dan pendapatan — LO sebesar Rpl1.440.743.399.976 yang
dicatat oleh BLU LPDP merupakan nilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran).

Penerimaan kas yang secara bersamaan atau kesatuan nilai diterima pada saat
pemerimaan kupon/imbal hasil yang teridentifikasi sebagai:

1) penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN yang disertai
dengan pembayaran bunga periode berjalan sebesar Rp401.674.477.147; dan

2) penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627,

tidak tepat untuk diakui sebagai bagian penerimaan bruto pendapatan — LRA dan
pendapatan — LO pada entitas BLU LPDP karena tidak menambah Saldo Anggaran
Lebih tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah. Hal ini juga dilakukan agar
selaras dengan kebijakan nilai tercatat DPPN di Neraca tidak berkurang.

BPK berpendapat bahwa pengakuan pendapatan PNBP atas pendapatan dari hasil
investasi SBN BLU LPDP yang didasarkan pada pengaturan dalalm PMK Nomor
169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi
Pemerintah pada Modul PMK Bab IV poin IV.1.6.e. tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis
Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU:
i. Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada
saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.



ii. Paragraf 24 yang menyatakan bahwa Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.06/2016 tentang PSAP Berbasis

Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016):

i. Paragraf 36 menyatakan bahwa Diskonto atau premium pada pembelian
investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo
sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

ii. Paragraf 37 menyatakan bahwa diskonto atau premium merupakan
penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi
tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau
premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang
atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan
bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

BPK menyimpulkan bahwa:

1) Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo PNBP pada LRA BLU LPDP Tahun
2020 tidak memberikan informasi yang sesuai dengan nilai pendapatan
sesungguhnya yang diperoleh selama satu tahun anggaran dengan selisih sebesar
Rp99.425.331.627,00.

2) Permasalahan tersebut disebabkan Direktur APK Dirjen Perbendaharaan dalam
menyusun PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Investasi Pemerintah tidak mempertimbangkan PMK 223/PMK.06/2016
tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan
Direktur APK dan Direktur LPDP berkoordinasi dengan KSAP untuk mereviu dan
menyelaraskan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 223/PMK.06/2016
terkait pengakuan dan mekanisme pendapatan bunga LRA atas premium obligasi yang
diperoleh dari dana DPPN.

2. Berdasarkan kronologis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kami
bermaksud berkonsultasi mengenai:

a.

Apakah mekanisme pencatatan akuntansi dana terhadap pengelolaan endowment fund
dalam bentuk perolehan obligasi/SBN secara premium, amortisasi, dan pengakuan hak
pendapatan dari imbalan bunga obligasi/SBN premium untuk pemenuhan amanat
ketentuan DPPN yang mempunyai karakteristik sebagai endowment fund (dana abadi)
dengan melibatkan dua entitas akuntansi/pelaporan (BLU LPDP dan BUN) telah
memadai? Kebijakan tersebut berdampak pada pengakuan pendapatan bunga LRA yang
kami terapkan dari transaksi penerimaan imbalan bunga obligasi/SBN premium yang
hanya diakui untuk bagian perhitungan yang memenuhi definisi pendapatan — LRA dalam
PSAP 01 dan PSAP 02 sebesar Rp1.440.743.399.976, sedangkan penerimaan bagian
premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627 tidak diakui sebagai
pendapatan-LRA karena tidak menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran
berjalan yang menjadi hak pemerintah.

Apakah kami diperkenankan untuk diberi kelonggaran interpretasi dari paragraf 37 yang
merupakan paragraf penjelasan dari paragraf 36 dalam PSAP 06, guna mendapatkan
tata kelola yang baik terhadap DPPN yang bersifat endowment fund (dana abadi),
sehingga terdapat pengecualian untuk perolehan obligasi/SBN premium berasal dari



dana yang bersifat endowment fund yaitu penerimaan bagian premium kupon imbal hasil
SBN merupakan bagian dari endowment fund dan bukan merupakan pendapatan bunga
LRA yang menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan?

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima

kasih.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

3. Direktur Sistem Manajemen Investasi

4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Direktur Utama Lembaga
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat ksap@amail.com

Nomor : S-Z/K.1/KSAP/I/2022 4 Maret 2022
Sifat . Sangat Segera
Hal Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

Yth.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Rl
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KU.04.052/1186/2022 tanggal 24 Maret

2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1

Tembusan:

1.

2.

Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyebutkan bahwa:

a. Paragraf 8 mendefinisikan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

b. Paragraf 55 merinci aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persediaan, dimana pos investasi jangka pendek antara lain
deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah
diperjualbelikan.

Dalam paragraf 12 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) menyebutkan
bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek salah satunya
adalah deposito berjangka waktu lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan dan/atau dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).

Atas hal tersebut di atas, untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka
pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas
dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh
karena itu, suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai
masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan instrumen
keuangan, misalnya intrumen keuangan berupa deposito berjangka waktu kurang dari 3
bulan dan deposito dimaksud dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
- ".‘,"---...,_\.h
o WUNTA 0

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



' KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 5 F/

. SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12930 b~
Telepon (021) 5201590 (Hunting) GERMAS
Nomor . KU.04.052/1186/2022 24 Maret 2022
Lampiran @ --
Hal ! Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2Jalan Budi Utomo Nomer € Jakarta Pusat

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 Audited.
bersama ini kami sampaikan konsultasi terkait penyajian Kas pada BLU sebagai berikut:

1. Pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 Unaudited terdapat Kas pada
BLU yang merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang
dikelcla oleh satker Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLU. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU
baik yang telah dan yang belum diakui/disankan oleh KPPN. Kas dan Bank BLU yang sudah
disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih BLU. Kas pada BLU
meliputi Kas BLU dan Setara Kas BLU. Kas BLU terdir dari akun Kas dan Bank BLU dan Kas
dan Bank BLU yang belum disahkan, sedangkan Setara Kas-BLU terdiri dari Setara Kas
Lainnya BLU. termasuk depositc berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk
perpanjangan/Revolving Deposit). Depositc berjangka sampai dengan 3 bulan tersebut
dimaksudkan untuk memudahkan pencarian bila sewakiu wakiu membutuhkan pencairan uang.

2. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas . Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kementerian
Kesehatan Tahun 2021 bermaksud melakukan Koreksi penyajian depositc berjangka sampai
dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/Revolving Deposit) yang semula disajikan pada
Kas pada BLU menjadi Investasi Jangka Pendek.

3. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAP) Nomor 08
tentang Akuntansi Investasi.

4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas
serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai
investasi jangka pendek, antara lain:

a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits):

b. Surat Utang Negara (SUN) jangka- pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah
tanggal neraca:

d. Reksa dana.

Sehubungan dengan angka 1 s.d 5, sebelum melakukan koreksi penyajian deposito berjangka
dimaksud. kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait
kebijakan penyajian deposito sampai dengan tiga bulan menurut Standar Akuntansi Pemerintah

Atas perhatian dan kerjasamanya. kami ucapkan terima kasih.

Kep < i3iro Keuangan dan
-"_'- P oMilik Negara,

Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM,
Apt
NIP 196706051993031002



GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

&‘% KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Nomor : S-25/K.1/KSAP/IV/2022 7 April 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal . Penyajian PNBP Jasa Tambat Labuh pada

Laporan Keuangan

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.811/SJ.2/TU.210/111/2022 tanggal 10
Maret 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Paragraf 21 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, menyatakan bahwa “Pendapatan-LO
yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih imbalan".

2. Bab lll, angka 3.2 Buletin Teknis SAP No.16 tentang Akuntansi Piutang Basis Akrual
menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan Pungutan, harus
dipenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

3. Bab Illl, angka 3.2.1 Buletin Teknis SAP No.23 tentang Akuntansi Pendapatan Non
Perpajakan menyatakan bahwa Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada
prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam pada PSAP 12
paragraf 19 yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Mengacu pada best practices,
apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan
andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui
dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil
suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat
dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

b. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan
diperoleh entitas;

c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan
andal; dan

d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi
tersebut dapat diukur dengan andal.



Berdasarkan hal tersebut di atas, pencatatan Pendapatan PNBP atas Jasa tambat Labuh
diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan melalui penerbitan surat ketetapan dan/atau
penagihan atau apabila terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi kepada entitas. Apabila
hasil dari suatu transaksi meliputi penjualan jasa yang dapat diestimasi dengan andal,
pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan
mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKF 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

LAMAN www kkp go i
Nomor : B.811/8J.2/TU.210/11/2022 10 Maret 2022
Sifat . Segera

Hal - Permintaan Arahan Terkait Penyajian PNBP

Jasa Tambat Labuh pada Laporan Keuangan

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Di
Tempat

Pendapatan Jasa Tambat Labuh merupakan salah satu jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam
pelaksanaannya terdapat rekomendasi dari BPK RI dan Inspektorat Jenderal,
berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Direkiur Jenderal Perikanan Tangkap Nemor 4/PER-
DJPT/2017
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan
di Pelabuhan Perikanan pada:
1) Pasal 11

a. Ayat (1) menyatakan bahwa “Pungutan jenis PNBP atas Jasa Tambat
Labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibayar ocleh
Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran tambat labuh vyang
dikeluarkan oleh Petugas Pemunguf’;

b. Ayat (2) menyatakan bahwa “Nota pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencatatan wakiu kedatangan,
rencana keberangkatan kapal perikanan, ukuran kapal, termasuk
pelayanan jasa pemanduan (bagi kapal yang wajib pandu), dan biaya
kebersihan kolam pelabuhan dikalikan tarif’;

c. Ayat (3) menyatakan bahwa “Pembayaran atas jasa tambat labuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) menit sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan disetorkan
kepada Bendahara Penerimaan”.

2) Lampiran antara lain menjelaskan:
a. Babh Il Nomor 3.2.1 antara lain bahwa:
i. Pelaksanaan Tambat: “Kapal perkanan atau kapal non perikanan
yang bertambat di dermaga untuk bongkar muat ikan pada fasilitas
pokok tambat labuh pelabuhan perikanan atau lambung kapal lain

yang sedang hertambat baik langsung maupun tidak langsung
untuk melakukan kegiatan bongkar muat ikan, mengisi perhbekalan
dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”;

ii. “Wakiu yang dihitung selama kapal melakukan tambat sampai
batas wakiu terientu yang ditetapkan oleh kepala Pelabuhan
perikanan”.



h. Bab lll Nomor 3.2.3 poin 5 bahwa “Tarif khusus dengan ketentuan
perhitungan hiaya sebesar per GT kapalletmal dikenakan bagi kapal
rusak/floating repair, menunggu musim/cuaca haik, menunggu giliran
perbaikan dan perawatan sebelum naik dock, kapal bertambat/berlabuh
di atas batas maksimum (30 etmal), kapal penelitian, kapal latih dan
kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan, kapal patroli, kapal
bea cukai, kapal perang dan kapalkapal pemerintahan sejenisnya dan
kapal yang dalam proses hukum®.

c. Bab IV Nomor 4.2 perihal cara pembayaran dan denda uang tambat dan
labuh bahwa “Uang tambat harus sudah dibayarkan paling lama 30
(tiga puluh) menit sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan
perikanan".

2. Berkenaan dengan hal diatas, terhadap proses pungutan yang telah dilaksanakan,
kami mohen arahan atas Akun yang dapat digunakan dalam penyajian dalam
Laporan Keuangan dengan kondisi antara lain sebagai herikut :

a) Transaksi atas Kapal yang masuk pada periode Tahun Anggaran 2021 dan
tanggal 31 Desember Tahun 2021, kapal belum meninggalkan Pelabuhan
sehingga billing PNBP Jasa Tambat Labuh belum diterbitkan;

b) Pada Tahun 2019 dan 2020 terdapat Transaksi atas Kapal yang melakukan
tambatilabuh yang menggunakan fasilitas Pelabuhan dimana satker
Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah
menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal yang bersangkutan
telah meninggalkan Pelabuhan Perikanan DJPT. Namun demikian, pemilik
kapal belum melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat Labuh ke Kas
Negara atau kurang melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat labuh;

¢) Terhadap kapal yang belum melakukan penyetoran ke kas negara dikenakan
cdenda keterlambatan sesuai ketentuan yang herlaku.

3. Pada Pelaporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode
Tahunan TA. 2021 Unawudited yang telah disampaikan kepada Kementerian
keuangan tanggal 28 Februari 2022 dan BPK RI tanggal 1 Maret 2022,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada satuan kerja Pelabuhan

Keuangan pada Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima {PYMHD) sebesar
Rp. 27.932.592.299 00 atas kondisi pada point 2a, 2b, dan 2¢, terhadap kondisi ini
jika harus dilakukan koreksi, kami memohon arahan perbaikan yang harus
dilakukan.

Terlampir -

Neraca Percobaan Kas, Neraca Percobaan Akrual dan Face Neraca Pada
Laporan keuangan pada satker PPS Nizam Zachman yang terkonsolidasi pada
Laporan Keuangan KKP TA. 2021 Unaudited.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Saudara untuk
arahan/petunjuk terkait Akun Akrual yang digunakan atas transaksi iersebut.
Konfirmasi Saudara dapat disampaikan melalui e-maif
laporankeuangankkp@kkp.go.id atau dapat menghubungi Sdr. Wisnu Danang melalui
HP nomor 082606837381.




Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

‘;'.oc!“ '
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Tembusan:

W

WPJ BPKRI

Pengendali Teknis BPK Rl

Ketua Tim BPK RI

Ketua Subtim 3 BPK Rl

Inspektur II, Inspekiorat Jenderal KKP
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Sifat . Segera
Hal . Kebijakan Akuntansi Benda Berharga atas

Yth

Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)

. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor B.3171/SJ.2/PRL.330/VIII/2022 tanggal 30

Agustus 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Akuntansi Aset Tetap:

1.

Paragraf 4 menyatakan bahwa “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Paragraf 15 menyatakan bahwa “Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap harus dipenubhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud,;

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.

Paoow

Paragraf 20 menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Paragraf 49 menyatakan bahwa “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan”.

Paragraf 65 menyatakan bahwa “Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk
menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.




Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kebijakan
akuntansi BMKT, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memedomani PSAP 07
Aset Tetap maupun pengaturan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku penyusun Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat serta
dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola Barang Milik Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Z
Z JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
& JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
2 s TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

Kt agran LAMAN www kkp go id
Nomor : B.3171/SJ.2/PRL.330/VIII/2022 30 Agustus 2022
Sifat . Segera
Hal . Kebijakan Akuntansi Benda Berharga atas

Muatan Kapal yang Tenggelam

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
di
Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia
Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang
Tenggelam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara
Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal
Yang Tenggelam, dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun
2019 dan 2022, kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan kebijakan
akuntansi yang perlu kami terapkan dalam pengelolaan BMN Benda Berharga atas
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tersebut.

Berikut kami lampirkan beberapa kondisi terkait dengan BMKT, dengan harapan
kebijakan tersebut dapat dilakukan pembahasan pada kesempatan pertama dan kami
dapat segera mendapatkan kebijakan tersebut dalam waktu yang tidak terlampau
lama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami

ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

A Ditandatangani
(97, Secara Elektronik

Cipto HaI!i Prayitno

Drdumen wi telal ditandatangant mengyunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Lampiran Surat
Nomor :B.3171/8J.2/PRL.330VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

Barang Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)

A. Pengertian

Sesusi dengan Peraturan Menteri Ksuangan Nomor 184/PMK.06/2009 Pasal 1
ayat 1 yang dimaksud Benda Cagar Budaya yang memiliki pengertlan:

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
atau keiompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur
sekurang-kurangnya 5C (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang
khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)} tahun,
serta dianggap mempunyat nilal penting bagi ssjarah, iimu pengetahuan, dan
kebudayaan;

b. Benda-benda alam yang dlanggap mempunyai nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sedangkan pada ayat 2 yang dimaksud dengan Benda Berharga Asal Muatan
Kapal Yang Tenggelam, yang selanjuinya disebut BMKT, adalah benda
berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, iimu pengetahuan, dan ekonomi,
yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi ekskiysif
Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima
puluh} tahun.

Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa BMKT merupakan Benda cagar Budaya yang
dikuasai cleh Negara dan dikeloia oleh Pemerintah.

B. Status BMKT.
Pada pasal 3 ayat 1, status BMKT tarbagi menjadi 2 vaitu :
a. BMKT berstatus BMN; atau
b. BMKT berstatus selain BMN.

Pada pasal 5 ayat 1, Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut

a. Menetapkan status penggunaan BMKT barstatus BMN.
b. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BEMN non
koleksi negara,

¢. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain
BMN.

Pada pasal 5 ayst 2, Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jendersi Kekayaan Negara.

Dokumaen inl telah ditandatangani mengpunalken sectifikat saktronik yang dikelnarian olah BSrE



-2-

. Temuan BPK Rl atas BMKT Tahun 20xx dan Tahun 2022
1. Tahun 2019 atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Pemanfaatan, Pengungkapan dan Penyelesalan Status Benda Berharga
Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT Tidak Optimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. BMKT yang tidak dikuasai oleh negara rawan disalahgunakan oleh pihak
lain;

b. BMKT yang tidak segera ditetapkan statusnya tidak memiliki kepastian
hukum dan tidak dapat segera dimanfaatkan.

BPK Rl merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar
memaerintahkan Direktur Jenderat Pengelolaan Ruang Laut sabagai pihak
yang menguasai BMKT untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam
mempercepat proses penetapan status BMKT dan melakukan pengamanan
fisik dan administrasi atas BMKT.

Hasil tindak lanjut atas temuan tersebut adalah Kementerian Keuangan telah
menetapkan status penggunaan melaiui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 71/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Benda
Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai Barang Milik Negara
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah 137.378 keping yang
terdiri dari BMKT bagian Pemerintah yaitu BMKT Cirebon sejumlah 122.025
keping dan BMKT Belitung-Tuban sejumtah 15.353 keping.

2. Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Aset Tetap Barang Muatan Kapal Tenggelam {(BMKT) sebanyak 135.378
keping yang dikuasasl KKP belum disajikan dalam Laporan Keuangan.

Menindaklanjuli Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.8/2020
tersebut, Ditien Pengelolaan Ruang Laut telah mencatat BMKT ssbagai Aset
Tetap Lainnya dalam SIMAK BMN dan SIMAN yaitu sebanyak 2.000 unit
senilai Rp827.893.803,00. Namuh demikian, BMKT yang sudah menjadi hak
Pemerintah sebanyak 138.378 (137.378 - 2.000) unitkeping belum dicatat
oleh KKP dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada KPB, Daftar Barang
Pengguna pada Pengguna Barang sampai dengan pemeriksaan BPK RI
berakhir.

Rekomendasi BPK RI atas temuan tersebut adalah segera mencatat Aset
Tetap BMKT sebanyak 135.378 keping ke dalam SIMAK BMN pating {ambat
selesai akhir Tahun 2022,

Dak inl talsh ditand i menggunakan sectifikat alektronik yang dikeluarkan oleh BSTE
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D. Kronglogi singkat BMKT pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

BMKT dimaksud merupakan perolehan bagi hasil antara pemerintah dan
pihak ke tiga yang telah memiliki izin survei dan pengangkatan dari Menteri
Kelautan dan Perikanan dimana pembiayaan atas survei dan pengangkatan
BMKT ini ditanggung oleh pihak ketiga.

BMKT yang merupakan bagian pemerintah ini telah ditetapkan status
penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.8/2020
tentang Penetapan Status Penggunaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal
yang Tenggelam sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan, sejumlah 137.378 keping yang terdiri dari BMKT bagian
Pemerintah yaitu BMKT Cirebon sejumlah 122.025 keping dan BMKT
Belitung-Tuban sejumlah 15.353 keping.

Dari 137.378 keping BMKT yang telah ditetapkan status penggunaannya,
telah dicatat sejumlah 2.000 keping barasal dari hasil pengangkatan di Laut
Utara Jawa Cirebon dan Belitung (Tang Cargo-Tuban) dalam Laporan BMN
dengan nilai keseluruhan Rp927.893.903,00. Dengan demikian, masih
terdapat 135.378 keping BMKT yang saat inl sedang dalam proses
pencatatan pada Laporan BMN KKP,

Nilai yang dijadikan dasar pencatatan tersebut didasarkan dar taksasi
(taksiran perkiraan harga barang) tahun 2011 oleh KJPP Fitriantoro dan
Abdullah dengan kurs yang digunakan pada saat inventarisasi dan penilaian
tanggai 2 Oktober 2020 yaitu Rp14.964,45. Sampai dengan tanggat 7 Maret
2022, Tim Inventarisasi dan Pencatatan BMN telah melakukan inventarisasi
dan penilaian terhadap 2.232 keping BMKT yang berada di Galeri BMKT KKP
dengan nilai Rp1.304.284.273,00 (menggunakan kurs tengah Bl pada
tanggal 7 Maret 2022, Rp14.411,00) untuk selanjutnya akan dicatat dalam
Laporan BMN KKP.

Dalam hal menindakianjuti temuan tersebut KKP mencatat BMN berupa
BMKT tersabut dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna pada akun Aset
Tetap Lainnya dengan kategori sub-sub kelompok Keramik/gerabah, artefak,
dan perhiasan yang tidak termasuk dalam objek Aset Tetap yang dilakukan
penyusutan.

Sebagai langkah percepatan pencatatan BMKT dalam Laporan BMN dan Laporan
Keuangan baik untuk menindakianjuti temuan BPK RI| tahun 2022 atas Laporan
Keuangan KKP Tahun 2021 maupun untuk BMKT selanjutnya yang akan dijadikan
Barang Koleksi Negara atau BMN, diperlukan pendapat Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP) dalam hal sebagai berikut:

Dolumen ini talah ditandatangant menggunakin sertifiicat elekiranik yang dikahuarkan oleh BSrE
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a. Justifikasi terkait psngakuan BMKT, kapan BMKT harus diakui dan/atau dicatat
dalam buku daftar barang kuasa psngguna pada Laporan BMN
()  apakah pada saat pengangkatan;
(i} ~ apakah pada saat tanggal bagi hasHl antara pemerintah dan pihak ketiga;
(i)  apakah pada saal tanggal laporan taksasi; atau
(v}  apakah pada tanggal penerbitan Penetapan Status Penggunaan (PSP).
yang akan menjadi dasar tahun perclehan dari BMKT terssbut.

b. Justifikasi terkait pengukuran BMKT, apakah nilai yang harus digunakan sebagai
dasar pencatatan BMKT buku dafiar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN
fika BMKT tersebut saat ini sudah diterbitkan Keputusan Penetapan Status
Penggunaan oleh Kementerian Keuangan namun belum dicatat.

0] Apakah menggunakan nilai hasil taksasi, mengingat dalam Keputusan
Penetapan Status Penggunaan tidak dicantumkan nilai pada BMKT per
keping dan biaya perolehan tidak ditanggung oleh pemerintah: atau

()  Apakah menggunakan dasar nilai Barang Berssjarah (hentage assels)
yang cukup disajlkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, mengingat
BMKT termasuk dalam kategori Barang Cagar Budaya;

c. Jika pada huruf b, yang menjadi kebijakan darl KSAP adalah pada poin (i), dan

taksasi dilakukan dalam mata uang asing, maka:

()  Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat
tahun pengangkatan;

(i)  Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat
tanggal pembagian hasil antara pemerintah dan pihak ketiga;

(i)  Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat
tanggal laporan taksasi;

(iv)  Apakah nllai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat
tanggal pada saat inventarisasi oleh Tim BMN; atau

(v)  Apakah nial yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat
tanggal periode pelaporan Keuangan (30 Juni atau 31 Desember). Selain
itu kurs apa yang harus digunakan untuk mengkonversi nilai dari BMKT
tersebut.

d. Justifikasi terkait pengukuran BMKT, apakah nilai yang harus digunakan sebagai
dasar pencataten BMKT buku daftar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN
untuk BMKT yang belum atau akan diterbitkan Keputusan Penetapan Status
Penggunaan oleh Kementerian Keuangan.

)] Apakah menggunakan nilai perolehan, bitamana dimasa datang dapat
dilakukan melalui mekanisma APBN;

- &a‘ " Tern
Doloumen tni taiah ditandstangani menggunaian sartifiicat alektrontk yang diketuarian, oleh BScR
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- Biaya-biaya apakah yang dapat dijadikan dasar kapitalisasi/diatribusi
untuk menantukan nilai perolehan
(il  Apakah menggunakan nilai hasil taksasi, mengingat masa sebelumnya
biaya perolehan tidak ditanggung oleh pemeriniah (APBN); atau
(i)  Apakah menggunakan dasar nilai Barang Bersajarah (heritage assets) yang
cukup disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, mengingat BMKT
termasuk dalam kategori Barang Cagar Budaya.

. Justifikasi mengenal Kondisi BMKT pada sast diakui dalam daftar barang kuasa

pengguna.

(i)  apakah ditulis daiam kondisi baik; atau

(i) sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat dilakukan identifikasi.
Mengingat BMKT umumnya ditemukan dalam kondisi rusak ringan/rusak
berat saat dilakukan identifikasi setelah diangkat kepermukaan

Dalam hal BMKT yang telah tercatat dalam daftar barang kussa pengguna pada
Laporan BMN berbentuk konkresi atau bongkahan, namun pada saat dilakukan
perawatan dan pembersihan menjadi beberapa bagian BMKT utuh. Apakah periu
dilakukan taksasi ulang dan pencatatan ulang terhadap bagian tambahan tersebut.

Dalmucn ini telah ditandaiangan) menggunakan sartifikat elektronik yang dikeluarkan olsh BStE
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Nomor . S-G4K.1/KSAP/IX/2022 28 September 2022
Sifat . Segera
Hal . Pendapat terkait Perlakuan Akuntansi terhadap

Barang Rampasan Berupa Surat Berharga

Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan,
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor B-566/C/Cu.3/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal
Permintaan Pendapat terkait Perlakuan Akuntansi terhadap Barang Rampasan Berupa Surat
Berharga, dapat kami sampaikan bahwa dalam PP 71 Tahun 2010:

a. PSAP 12 paragraf 57 dan 58 menyatakan bahwa transaksi pendapatan-LO dan beban
dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara
menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi
semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan
Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk
dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa
antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi;

b. PSAP 05 paragraf 15 menyatakan bahwa persediaan disajikan sebesar nilai wajar apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Berdasarkan hal tersebut, barang rampasan disajikan sebesar nilai wajar dalam kelompok
aset persediaan dan pendapatan atas barang rampasan harus dilaporkan dalam laporan
operasional dengan cara menaksir nilai wajar dari barang rampasan tersebut pada tanggal
transaksi. Terkait dengan mekanisme penilaian dan pencatatan atas barang rampasan dapat
dikonsultasikan lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan, selaku penyusun pedoman
akuntansi Pemerintah Pusat.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif,

2 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif, dan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.



ALK N KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

AR KEJAKSAAN AGUNG
JI. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
< Telp / Faks. (021) 72798353 www.kejaksaan.go.id
Nomor . B-566/C/Cu.3/08/2022 Jakarta, 15 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran .
Hal . Penakuan Akuntansi Terhadap Barang
Rampasan Berupa Surat Berharga
Yth.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R atas Laporan Keuangan
Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 terkait rekomendasi BPK Rl atas periakuan,
pengelolaan, dan penyelesaian barang rempasan berupa surat berharga yang ditetapkan
untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht). Bersama ini disampaikan penjelasan terkail barang rampasan berupa surat
berharga di Kejaksaan Republik indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia menangani kasus yang menjadi
perhatian nasicnal yaitu Kasus Jiwasraya yang dimulal dengan penyitaan barang bukf
pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah inkracht pada tanggal 25 Agustus 2021.

2. Berdasarkan daftar barang rampasan kasus Jiwasraya yang tercatat terdapat dua jenis
barang rampasan yaitu berupa aset fisik dan berupa surat berharga. Barang Rampasan
berupa surat berharga dengan jen is:

a) Saham;

b) Reksadana;

¢) Obligasi;

d) Sukuk;

e) Waran:

f) Efek Beragun Aset; dan
g) Medium Term Notes.

3. Barang rampasan berupa surat berharga untuk jenis saham diakui pada saat putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

4. Barang rampasan berupa surat berharga untuk jenis saham sebanyak 103.126.784.571
lembar saham telah dicatat sebagai persediaan pada Neraca dalam Laporan Keuangan
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 Audited dengan mengambil referensi harga
dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) per tanggal inkracht putusan
pengadilan senilai Rp7.983.731.272.524.00 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Delapan



Puluh Tiga Miliyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

5. Barang rampasan berupa surat berharga dengan jenis saham sebagaimana tersebut
pada angka 3 (tiga) telah diinput pada Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan dan
terbentuk jurnal sebagal berikut:

Aset Laln-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat XXX
Pendapatan Sitaan/Rampasan XXX

6. Barang rampasan berupa surat berharga jenis lainnya seperti reksadana, obligasi, sukuk,
waran, Efek Beragun. dan Medium Term Notes diungkapkan secara memadai di dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).

Sehubungan dengan pencatatan terhadap barang rampasan berupa surat berharga
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachf) tersebut, kami mohon pendapat terkait
periakuan akuntansinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jaksa Agung Muda Pembinaan,

Dr. Bambang Sugeng Rukmono

Tembusan:
1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung:
(1 dan 2 sebagai laporan).
3. Arsip.
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Nomor : S-(5 /K. 1/KSAP/IX/2022 79 September 2022
Sifat . Segera
Hal : Jawaban atas Undangan Kegiatan Rekonsiliasi

Penyusunan LK DIPA AHU Triwulan Il TA. 2022

Yth. Sekretaris
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM Rl
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor: AHU.1.KU.01.01-110 tanggal 26
September 2022, hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa pemberian materi
berkaitan dengan urgensi pengendalian internal dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan
laporan keuangan dalam kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan LK DIPA AHU Triwulan Il TA.
2022 bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tusi) dari Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP), sehingga permintaan mengenai Narasumber pada kegiatan dimaksud
tidak dapat kami penuhi.

Selanjutnya, permintaan narasumber untuk pemberian materi dimaksud, dapat Saudara
ajukan kepada instansi yang mempunyai tusi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAM HUKURM DAN HAK ASASI MANUSIA
REFPUSLIK INDOMNESLA
DIREKTORAT JENDERAL ADMIMISTRAS! HUIKLIM LISALIK
Jalan # R ®asura Sad Kav 6-7, Kunngan Jakara Selatan
Fakaimilz 021-52810B2, Caf Center 1500105
Lamar www abu goid Sured bumas@iabu goad

Nomer AHU 1 KL 01.0%-110 28 Septemper 2022
Lampirarn lsi3a berkas
Perhal Lndangan Kegialan Rekensiliag Penyusunan

LK CiFA AHU Triveatan (0 Ta 2022

Tih Kelua Kormile Standin Aduntans: Pemerintzhan
i termpal

tMenindalanjuti Peraturan Kemenbetian Keuangan Nomor 17 1PME DS2021 perital
Pelaksanaan Sstam SAKT! dan sural Direelorsl Jonderal Pechendaharaan Kementean
Kevangan Nomor 5-32FEIPE 62022 perital Pelaksanaan Rekonsibas Ekstemnal tingks!
sk A den KPP Benpde Semesier || Tahun 2022 Direkioras Jendsral Aaminisiras
Husum Jmum ssfaku unit Esslon | harus mengmplementasikan modul GLP dan
mempersiapkan data Laporan Keuangan trisulan 0 Calam  rangka membenkan
prmahaman mengenai pelaksanaan keoangan negara. biEsama inkam: mohon kesediaan
Saudar unluk menjad narasumber dengan ddamping 1 (satu) orang Pegawal daiam
kegialan yang akan dissienggarakan pada

Harn Minggu s d Rabu (adwal kegialan edampirg
Tanggal 5 .o 12 Oktobar 2022
Tempat Hotel Granad Marcure Kemayaran
JIH Benyamin Suet Kav BE Supertiok Mega
Maten Urgens| pengendalian internal dan rekossiliasi dalam proges

penyusunan Leporan Keuangan
Seluruh biaya dan akomogas: dibebankan pada DIFA Direktorst Jonderal Adminislias:
Mukum Urmum TA 2022 Guna kehutuhan penyigpan tempat kegiatan kami harapkan
eonfirmasi pesecta dapat disampadian metaiul emall akiap danalu o coin atau dapat
menghubungi sdr. Arye Pamungkas {082 1-12B2-B8E0) paling tambat tanggal 26 Septembar
2022 tformal Konfirmasi derampir)
Atzs perhatian dan kerja sama yang bailk, kami woapkan ferima xasih

Sukielans,

'iili Lt gt A5 TH

Y Allameyah
NMIP 15ARDS12199 1031002
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GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IlI Lantai 3
JL. BUDIUTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@gmail.com

Nomor . S-69/K.1/KSAP/X/2022 05 Oktober 2022
Sifat . Segera
Hal . Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
yang berasal dari perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Yth. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
Gedung Sutikno Slamet lantai 12

Jalan Dr. Wahidin No. 1

Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AG/AG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022,

hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

M

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8

menyatakan:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali;

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Realisasi
Anggaran Berbasis Kas menyatakan:

a.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa “dalam hal besaran pengurang
terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan”.

Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan
Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan
pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian
Karya Production Sharing (PKPS), yang didasarkan pada model Cost Recovery.



5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait pencatatan atas transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan model Gross Split, dapat
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tembusan:
1.

2

a.

Bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui sebagai
Pendapatan-LRA pada saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara.
Sementara itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi
hasil migas diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pada saat adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi (kas) ke entitas.

Pendapatan negara dari kegiatan hulu migas mencakup seluruh hak negara dikurangi
dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH)
maupun peraturan perundang — undangan yang terkait. Termasuk kewajiban dalam
pelaksanaan KBH tersebut, antara lain kewajiban pemerintah yang timbul atas
pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam
negeri (DMQ) dan penjualan migas bagian negara melalui penunjukan penjual migas
negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).

Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir b, pemerintah membayarkan
fee, meliputi DMO fee dan fee penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur
pengurang dari bagian yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan
yang diatur pada par 27 PSAP 12.

Pemerintah perlu memberikan pengungkapkan yang memadai atas pengelolaan
transaksi keuangan dari kegiatan hulu migas, termasuk yang berasal dari Perjanjian
KBH dengan model Gross Split, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
e DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

: - GEDUNG SUTINO SLAMET LANTAI 12 JALAN DR. WASD®N NOMOR &, JAKARTA 10710 KOTAK POS 243% TELEPON
o (021) 38453195, FAXSIMILE (021) 3047157, SITUS WWW ANGGARAN KEMENKEL.GO.ID
Nomor . S-167/AG/IAG.6/2022 04 Agustus 2022
Sifat . Biasa

Hal

Lampiran ;1 (satu) berkas

Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap Transaksi
Penenmaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross
Split

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Sistem Pengendalian Intem (SPI) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2018,
dengan temuan bahwa Pelaksanaan Kontrak Gross Spiif Migas belum diikuti dengan penyusunan
Kebijakan Mekanisme Perhitungan. Norma Waktu, dan Penyetoran PNBP. dapat kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1.

3.

Pada tahun 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan
Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomer 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomer 52 Tahun
2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Spiit.

Sebagaimana disampaikan dalam LHP dengan skema Kontrak Bagi Hasil (KBH) Gross Split :

a. bagi hasil migas dihitung berdasarkan hasil produksi migas tanpa memperhitungkan Cost
Recovery karena biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan eksplorasi maupun
eksploitasi akan menjadi tanggungan Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS).

b. tidak ada klausul mengenai assume and discharge sehingga bagian pemerintah dari fifting
tidak harus diperhitungkan dengan kewajiban kontraktual . Dengan demikian eaming
process sudah selesal pada saat terjadi penyetoran penerimaan bagian negara.

c. Pengeluaran untuk DMO Fee dan Fee penjualan migas bagian negara pada dasarnya
merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah atas barangfasa yang diberikan
kepada Pemeriniah. Sesuai PSAP Nomor 4, Pengertian belanja barang dan jasa adalah
pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintahan. Lebih lanjut, klasifikasi Belanja Barang adalah pengeluaran untuk
menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan
jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang
dimaksudkan uniuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja peralanan.
Dengan demikian pengeluaran DMO Fee dan Fee Penjualan lebih tepat diakui sebaga
belanja.

d. Dalam hal terkait underiifting. SKK Migas menjelaskan bahwa dalam skema Gross Spilit
tidak terdapat overunder liffing. Namun masih dimungkinkan adanya koreksi karena
penyesuaian besaran komponen variabel dan progresif yang berpengaruh pada besaran
persentase bagi hasil. Penyelesaian atas koreksi tersebut akan dikompensasikan pada
perhitungan alokasi bagi hasil bulan berjalan.

Menurut BPK dengan adanya perubahan skema Nett Split menjadi Gross Split. seharusnya
diperlukan penyempurnaan mekanisme penyetoran bagian negara, yaitu penerimaan bagian
negara dapat disetor langsung ke rekening Kas Umum Negara (KUN) tanpa melalui rekening
migas. agar tidak mempengaruhi penyajian nilai realisasi PNBP SDA Migas yang ditimbulkan
karena perbedaan waktu antara tanggal diterimanya pembayaran ke rekening migas dengan
pemindahbukuan ke rekening KUN.

BPK menyatakan dengan adanya perubahan skema KBH belum diikuti dengan perubahan

mekanisme penyetoran penerimaan bagian negara.

Berkenaan dengan pandangan BPK tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa

garming process dari penerimaan migas yang berasal dari KKKS dengan skema KBH Gross

Spiit masih belum selesai, karena Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.Ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S-H/K.2/KSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat . Segera
Hal . Penyampaian Tanggapan Tentang Rencana Pembiayaan

Yth.

Pemenuhan Sishanneg 2020-2044

Direktur Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan R
di Jakarta

Sehubungan dengan Rapat Audiensi Tentang Rencana Pembiayaan Pemenuhan

Sishanneg Tahun 2020-2044 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022
dengan melibatkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), kami menyampaikan
apresiasi atas penyampaian informasi mengenai Rencana Pembiayaan Pemenuhan
Sishanneg dan komitmen Saudara dalam hal pelaksanaan pertanggungjawabannya.
Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B/1807/1X/2022 tanggal 30 September
2022 perihal Permohonan Saran dan Masukan tentang Rencana Pembiayaan Pemenuhan
Sishanneg 2020-2044, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sehubungan tugas KSAP sesuai Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Komite Standar Akuntansi Pemerintah vyaitu mempersiapkan, merumuskan dan
menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka KSAP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan
masukan terkait konsep pembiayaan untuk pemenuhan pembangunan Sishanneg Tahun
2020-2044 sebagaimana termuat pada Surat Saudara.

Perlakuan akuntansi dalam rangka pencatatan dan penyajian transaksi untuk Pemenuhan
Sishanneg 2020-2044, telah tersedia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang antara lain diatur pada PSAP 02
Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 07
Akuntansi Aset Tetap serta PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1.

2.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN
Nomor . B/ /803 /1x /20 Jakana, 20 Sephkelr s,
Klasfikasi . Biasa }/ / &
Lampiran : -
Hal . Permohonan Saran dan Masukan Kepada

Tembusan
1. Ses Ditien Renhan Kemhan

tenta Rencana Pembayaan
Pemr?uhm Smamw Tahun Y. 1. Ketua Komite Konsultatif KSAP

2020-2044. 2. Ketua Komite Kena KSAP
di
Jakarta

Dasar:

a. Surat Menteri Sekretaris Negara Rl Nomor. B-812/M/D-1HK.03.00/07/2022
tanggal 11 Juh 2022 tontang Porsetujuan lzin Prakarsa Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan
Sishanneg Tahun 2020-2024

b. Surat Dinen Renhan Kemhan Nomor BJ/1739/1X/2022 tanggal 22 Seplember
2022 1entang Permohonan Audiensi.

¢. Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pembiayaan Pemenuhan Kebutuhan
Pembangunan Sighanneg Tahun 2020-2044 dengan Audienci Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sehubungan dengan dasar di atas, Kami mengucapkan tenma kasih alas
kehadiran sobagai narasumbor pada rapat Audiensi Pembahasan Rencana
Pembiayasan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2044.
Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 27 Sepiember 2022 sesuai dasar pon 1.
huruf ¢, dan dalam rangka percepatan penyusunan konsep R-Perpres tentang
Pemenuhan Pembangunan Sishanneg Tanun 2020 - 2044, dimohcn saran dan
masukan secara tertulis dan KSAP terkat konsep pembiayaan untuk pemenuhan
Pembangunan Sishanneg Tahun 2020 - 2044 dengan pertimbangan sebagai beriut

a. Presiden RI pada Izin Prakarsa pon 1 Hum! a. telah mengamanatkan untuk
R-Perpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2044
harus diselesakan pada Tahun 2022

h  Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg selama 25 tahun (2020-
2044) merupakan kelanutan pembangunan untuk menyelesaikan tahap ke tiga
Pembangunan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) Tahun 2020-2024
untuk selanjutnya menjadi Kekuatan Pokok (Essential Force).

c. Menghindari adanya potensi kerugian pengadaan akibat inflas: Alutsista
Demvkian mohon menjadi<an pariksa
~~——~PR Direktur Jenderal

o naan Pertahanan,
AN i Sl \

2. Dir Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan.

Jsian Budl Kemunaan Ko 48 Jarerts, 10110 Tekpon 021-3332088



GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDIUTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

H%p KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
il
Al

Nomor . S-75/K.2/KSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat : Segera
Hal . Pendapat Terkait Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum

Yth. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-199/PB.5/2022 tanggal 28 September 2022 hal
tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa paragraf 6 PSAP 13 Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum, merupakan penjelasan karakteristik Badan Layanan Umum
selaku entitas akuntansi/entitas pelaporan. Kewajiban terkait pelaksanaan audit serta
pemberian opini atas laporan keuangan BLU dikembalikan kepada pengaturan/regulasi yang
dibuat oleh pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.
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5 GEDUNG PRIJADI PRAPTOEUHARDID | LANTAIL WV, JL. LAPANGAN BANTEMG TIMUR NO. 24 JAMARTA 10710
TELEPOM: 021-3448230 PEW. 5032, {021) 3512707, FAKSIMILE (0Z1) 3592707 ; LAMAN:
WAW.BLU.DAFE EEMEMEEL.GOUID

MNomor o S-199/PB.Sr2022 28 September 2022
Sifat . Biasa
Hal . Pemmintaan Pendapat terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Momaor
129PMEL0S/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Yih. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemernntahan (KSAP)

Gedung Prijadi Praptosuhardjo 11, Lantai 2
Jalan Budi Utomo Nomor 6, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan MNomor 129PME.0S/2020 fentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Mentern
Keuangan Momor 129/PME. 052020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum,
menjadi salah satu RPMK vang diprioritaskan untuk dizelesaikan pada tahun 2022,

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu ketentuan yang akan direvisi adalah terkait
pemberian opini atas laporan keuangan BLU, yang pada saat ini dalam Pasal 171 ayat (3)
Peraturan Mentern HKeuangan Nomor 128/PME.OS2020 telah diatur bahwa “Laporan
keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor ekstemn sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

Dalam ketenmtuan revisi, akan diatur bahwa tidak seluruh laporan keuangan BLU wajib
diberikan opini oleh auditor ekstern, mamun terbatas pada laporan keuangan BLU yang
memenuhi nilai omzet atau aset tertentu.

sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan Saudar untuk dapat
memberikan pendapatl apakah ketenfuan sebagaimana diatur dalam Pemyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum pada Paragraf & Huruf °" yang berbunyi “laporan keuangan BLU
diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal™ berarti mengamanatkan bahwa seluruh
Laporan Keuangan BLU harus diberikan opini oleh auditor eksternal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direkiur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum

Agung Yulianta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-76/K.2/IKSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat . Segera
Hal : Penjelasan mengenai PSAP No. 10 dan

Yth

Penerapannya dalam Perubahan Kebijakan Akuntansi

. Sekretaris Daerah

Pemerintah Kota Padang
Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1
Padang

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-900/39.09/BPKAD.AKT/2022 tanggal 13

September 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 10 (Revisi 2020) Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
dihentikan:

1.

Paragraf 16 menyatakan bahwa “Bergantung pada paragraf 20:

(a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan

(b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang
tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan
akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara
retrospektif.

Paragraf 17 menyatakan bahwa “Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara
retrospektif sesuai paragraph (16), maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan
setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah
kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.”

Paragraf 18 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi,
penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan
yang telah diotorisasi untuk terbit.”

Paragraf 19 menyatakan bahwa “Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya
disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.”

Paragraf 20 menyatakan bahwa "Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak
kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat
menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam
menerapkan kebijakan baru."

Paragraf 21 menyatakan bahwa "Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan,
maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan
akuntansi sejak tanggal praktis paling awal."


mailto:sekretariat.ksap@gmail.com

7.

Paragraf 39 menyatakan bahwa "Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur

dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis,

estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan

berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam

menentukan:

(a) Persediaan usang;

(b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih;

(c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan
atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi;

(d) Pendapatan pajak;

(e) Kewajiban garansi.

Paragraf 45 menyatakan bahwa "Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi

disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan

periode selanjutnya yang terpengaruh.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa:

(a) Terkait dengan perubahan kebijakan aset tetap yang disajikan dalam neraca, entitas

menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif tanpa melakukan penyajian kembali
laporan keuangan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan yang
berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca,
dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun, apabila penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas
dapat menerapkan secara prospektif dampak perubahan tersebut sejak tanggal
praktis paling awal.

(b) Terkait masa manfaat (umur ekonomis) dan nilai satuan minimum, dapat disampaikan

bahwa pengaruh atau dampak perubahan umur ekonomis disajikan secara prospektif
mulai periode terjadinya perubahan estimasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Bagindo Aziz Chan No. 01 By Pase Aia Pacah, Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051018 - 8051020 - 8051022, Fax (0751) 8051019 - 8051021

Padang, 13 September 2022

Kepada

Nomor  : BU0[39 09/ Bncap dxr [ 2012 Yth. Komite Standar

Sifat . Penling Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Lampiran - di

Hal . Mohon Penjelasan PSAP No.10 dan Jakarta

Petunjuk Penerapan Perubahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Padang

Dengan hormat,

Dalam Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Dihentikan
serta Fenerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota
Padang, ada beberapa hal yang ingin kami konsultasikan kepada komite
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

A. Pernyataan PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Esimasi Akuntansi dan
Operasi Yang Dihentikan,

1. Mohon penjelasan bagaimana penerapan dari Pernyataan Akuntansi
pada Perubahan Kebijakan Akuntansi nomor 18 huruf (b), "Jika entitas
mengubah Kabijakan Akuntansi uniuk penerapan awal Suatu PSAP
yang tidak mengaltur kelentuan transisi untuk perubahan tersebut atay
perubahan kebijakan akuntansi secara sukarsla, maka  entitas
menerapkan perubahan lersebut secara refrospektil”,

2. Mohon Penjelasan Pernyataan Akuntansi pada Perubahan Kebijakan
Axuntansi nomor 21, "Dalam hal penerapan retrospekdif tidak praktls
dilakukan, maka enlitas dapal menerapkan secara prospeklif atas

dampak perubahan kebjakan akuntansi sejak tanggal prakiis paling
awal”,



3. Apakah Pernyataan Akuntansi pada Perubahan Kebijakan Akuntansi

nomor 21 di atas tidak termasuk dalam  Prinsip Konsistensi
(Consistence Principle) dimana perlakuan akuntansi yang sama harus
diterapkan pada kejadian yang serupa dan pericde ke periode oleh
Pemerintah Daerah.

B. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Padang

1.

Kebilakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang ditetapkan melalui
Peraturan Wali Kota Momor 66 Tahun 2016 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Padang dan selelah itu tidak ada
perubahannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah
mengamanatkan bahwa Perubahan Kebijakan ditetapkan paling lama
Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Padang akan melakukan
perubahan Kebijakan tersebut.

Pada Kebijakan Akuntansi Aset tetap terdapat batasan minimal nilai
kaptalisasi yang diakui sebagai aset tetap. Jika Pemerintah Kota
Padang melakukan perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap
maka perubahan inl berpengaruh terhadap nilai aset di Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, Apakah perubahan kebijakan atas
batasan nilai minimum yang diakui sebagai aset tetap berdampak
kumulatif terhadap kriteria nilai aset tetap yang dipercleh dari tahun
sebelum dilakukan perubahan Kebijakan tersebut (Retrospektif) 2.

Jika pertanyaan nomor 2 di atas dilakukan apakah entitas akuntansi
harus melakukan koreksi dengan mengeluarkan aset yang diperoleh
tahun sebelum perubahan kebijakan yang nilai perolehannya dibawah
kriteria nilai minimum aset tetap sesuai dengan kebijakan yang baru?
Atau nilai minimum yang diakui sebagal aset tetap beraku uniuk aset
yang diperoleh pada saat perubahan kebijakan dan tahun berikutnya?.
Pada Kebijakan Akuntansi Asel tetap juga terdapat kebijakan masa
manfaal (urmur ekonomis) untuk semua jenis aset tetap dan nilal satuan
minimum kapitalisasi pemeliharaan yang menambah umur ekonomiz.
Jika dilakukan perubahan umur ekonomis dan nilai satuan minimum

kapitalisasi pemeliharaan yang menambah umur ekonomis pada



Kebijakan Akuntansi Apakah berlaku secara kumulatif dari perolehan

awal atau berlaku pada saat perubahan kebijakan dan tahun

berkutnya?.

Demikian permohonan penjelasan ini disampaikan, besar harapan kami
untuk mendapatkan penjelasan yang memadai sebagai pedoman dalam
penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Padang

7 Pih. SEKRETARIS DAERAH,
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Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Bapak Walikota Padang
2 Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-90/K.1/KSAP/XII/2022 29 Desember 2022
Sifat . Segera
Hal . Pendapat atas Kebijakan Akuntansi Tanah

Yth

dalam Kondisi Tidak Ditemukan Keberadaannya

. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B.4170/SJ.2/PL.760/X1/2022 tanggal 15

November 2022 hal Kebijakan Akuntansi Tanah dalam Kondisi Tidak Ditemukan
Keberadaannya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Secara umum substansi surat Saudara adalah mengkonfirmasi mengenai kebijakan
akuntansi atas tanah seluas 781.799M? yang belum jelas keberadaannya dan menurut
Saudara tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap.

Guna menjawab konfirmasi Saudara, kami akan menyampaikan pendapat sesuai dengan
ranah kewenangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yaitu terkait dengan
produk standar, interpretasi, dan buletin teknis yang diterbitkan oleh KSAP.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang relevan dengan permasalahan
yang Saudara sampaikan adalah PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap serta Buletin Teknis 15
Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dan PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Dihentikan.

Terkait dengan penghentian pengakuan atas aset tetap tanah sebagaimana simpulan
telaahan pada surat Saudara, beberapa prinsip yang dapat diacu antara lain:

PSAP/Bultek Uraian

Paragraf 77 PSAP | Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
07 bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Paragraf 78 PSAP | Aset tetap yang secara permanen digentikan atau dilepas harus
07 dielimidasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.

Sub-Bab 11.3 Bab | Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah
XI Bultek 15 diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan pengakuan atas aset tetap sejak tahun 2000 yang menurut telaahan
Saudara tidak disertai dokumen yang dapat menjadi dasar kepemilikan dan keberadaan
aset, Saudara dapat mengacu pada prinsip pada PSAP 10 antara lain:



PSAP/Bultek Uraian
Paragraf 4 PSAP 10 | Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.
Paragraf 25 PSAP | Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau
10 pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan
antara lain karena:
a) Keterlambatan bukti transaksi;
b) Kesalahan perhitungan matematis;
c) Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
d) Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
e) Kecurangan.
Paragraf 28 PSAP | Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera
10 setelah diketahui.
Paragraf 29 PSAP | Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-
10 periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan
pembetulan p[ada akun aset bersangkutan dan akun lain yang
terkait.

6. Selain berpegang pada prinsip-prinsip pada PSAP dan Bultek, Saudara juga wajib
memperhatikan kebijakan dan sistem akuntansi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Setiap
perlakuan akuntansi juga wajib dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dokumen
yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

7. Selanjutnya, terkait kebijakan dan sistem akuntansi yang ada, Saudara dapat
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dalam rangka penyelesaian aset tanah
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JaLAN MEDAN MERDEKA TIMUR NCRCR 16
JAKARTA 10110 KIOTAK POS 2130 JP 10044

TELEPOM (D21} 3519070 {LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN

Momor @ B4170SJ 2PL 760/X12022 15 November 2022
Sifat : Segera

Lampiran : S5atu Berkas

Hal : Kebijakan Akuntansi Tanah Dalam Kondisi

Tidak Ditemukan Keberadaannya

Yih. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Jakarta

Menindaklanjuli LHP BPE Rl Tahun 2017 atas Laporan Keuangan Kementerian
Helautan dan Perikanan Tahun 2016 pada Sistem Pengendalian Intemal terkait Aset
Tetap Yang Twdak Digunakan Operasional Pemermntah berupa Tanah Bangunan
Kantor Pemerintah senilai Rpl1417.252.000,00 dan Tanah Rawa senilal

Rpdd2.328.000,00, kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan
kebipkan akuntansi yang perdu kami terapkan dalam kondisi dimakswd.

Berikut kami lampirkan beberapa hal terkat dengan kondisi dimaksud.
Diharapkan kebigkan tersebut dapat dilakukan pembahasan pada kesempatan
pertama dan dapat segera mendapatkan kebgakan dalam wakiu yang tidak terlampau

lama.

Atas perhatian dan kera sama Saudara, kami ucapkan tenma kasih.

Kepala Biro Keuangan,




Lampiran Surat
Momor : B41705).2PL Fadixizo22

Tanggal 15 Mowember 2022

Kronologi Aset Tetap Tidak Digunakan Opersional Pemerintah
Berupa Tanah

Takhwun 2000

Sekretaris  Jenderal Oepartemen Pertanian dengan  Sekretars  Jendsral
Departemen Kelautan dan Perkanan tanggal 22 Septembsr 2000 melakukan
serah tenma aset berupa tanah sebagaimana tersebut pada Lampiran |1l Naskah
Serah Ternma. Tercatat 2 aset berupa bidang fanah yang tersebut dalam
Larmpiran Il Maskah Serah Terima, luas selunshnya adalah 908779 m2 atau 206
ha. Terdin dan tanah persd — tanah bangunan untuk f=mpat kega — tanah
bangunan tempat kerja seluas 125.000 m2 atau 12.5 ha dan Tanah MNon Persil —
Tanah Basah — Tanah Rawa seluas 781779 m2 atau 73,1779 ha:

Tadhwun 2011

Pada taham 2011 aset berupa 2 {dua) bidang tanah seluas 125000 mZ (12,5 ha)
dan TB1. 778 m2 (78,1779 ha) dicatat dalam SIMAK BMM dengan identitas
barang berupa Tanah Bangunan Tempat kerja dengan kode barang 2010104001
MUF-1 dan Tanah Rawa koede barang 2010201001 MUP-2. Pencatatan diakukan
pada SIMAK BEMN satker Pelabuhan Penkanan Sarmuedera Belawan berdasarkan
Maskah Serah Terma Sekrefaris Jenderal Departermen Peranian dengan
Sekretans Jenderal Departernen Kelautan dan Penkanan tanggal 22 Sepiembsr
2000, yang tidak didengkapi dengan koordinat, bukti-buki percdshan, dan
dokumen kepermilikan.

Takun 2017

Berdasarkan LHF BPK Rl Momaor 13B/LHPXNVIIDS201T Tanggal 15 Mei 2017
atas Laporan Keuangan Kementenan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 pada
Sistern Pengendalian Intemal pada PPS Belawan terkait Aset Eks Departernsn
Pertanian beruspa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah
yang tidak diketemukan keberadaannya berupa Tanah Bangunan Kantor
Pemerintah seluas 12.500 M2 (12,5 Ha) senidai Rpi1.417.252.000.00 dan Tanah
Fawa seluas 731780 M2 (FE.T Ha) senilal Rp262.228.000,00.

Takun 2018

Didakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kementernan Pertanian, melalui Surat
Momor B 1 203DJIPT/PL 210.511X/2013 tanggal 19 September 2018 dan sudah

ditanggap ...



ditanggapi oleh Kementerian Peranian melalu swat  Nomor

MIAPLO20A4T092013 tanggal 24 Septernber 2018, dengan hasd klanfikasi

sebagal berikut

1. Kelembagaan Satuan Kena bidang penkanan berserta pegawai,
perfiengkapan (aset), pembiayaan dan dokumennya telah diserahkan dan
Kementerian Pertanian kepada Kementerian Kelautan dan Penkanan sesual

Maskah Serah Terma tanggal 22 Septemiber 2000 antara Sekretans Jenderal
Departernen Pertanian dengan Sekretaris Departernen  Kelautan dan

FPenkanam.

2. Ehusus untuk BMM yang diserahkan sebagamana pada Lampiran Il Maskah
Serah Terma, yang salah satunya Pelabuhan Perikanan Musantara
Belawan.

3. Berdasarkan Maskah Serah Terima tersebut, maka BEMM dimaksud sudah

dikeluarkan dan daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian dan
tidak lag tercatat sebagai BMN Kementerian Pertanian.

V. Tahun 2022

1. Audiensi, konfirmasi dan danfikasi pada PT. PELINDO (Pelabuhan Indonesia)
Regional | Belawan yang saat ini menjadi PT. PELINDDO pada tanggal &
Movember 2022, dijelaskan oleh General Manager Bapak Joneidi R, MMTR
bahwa sesuai dengan serifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 01 yang
diterbitkan oleh BPN pada tanggal 3 Maret 1823 luasan lahan yang dikuasai
dan dikelola adalah seluas 278 Ha (terdampir). Luasan |ahan tersebut
berbatasan langsung dengan lkahan PT. Perikanan Indonesia (PERINDO)
Cabang Belawan seluas 28,57 Ha dan Pelabuhan Penkanan Samudera (PPS)
Belawan seluas 6,82 Ha.

2. Audiensi, konfirnasi dan klanfikasi pada PT. PERINDO (Perikanan Indonesia)
Cabang Belawan pada tanggal & November 2022, Kepala PT PERINDO

Cabang Belawan Bapak Anf Hidayat menjelaskan bahwa sesuai dengan
sertifikat HPL nomor 02 yang diterbitkan oleh BPMN pada tahwn 1208 luasan

lahan yang dikuasal dan dikelola adalah selwas 2857 Ha. Luasan lahan
tersebut berbatasan langsung dengan lahan PPS Belawan seluas £,60 Ha dan
PT PELINDO seduas 273 Ha.

Hasil diskusi berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus Momor 0401701 204
yang diterbitcan oleh Badan Pertahanan Masional (BPN) pada tanggal 12-01-
1084 dengan luasan 28.57 Ha, dipercleh kesimpulan bahwa luasan Tanah
Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 12,5 Ha yang tercatat dalam Daftar
Barang Kuasa Pengguna Barang (DBKPE) PPS Belawan merupakan luasan
lahan pada bagian yang diarsir huruf C no 1 dan 2 yang merupakan bagian yang

tedah ...



4

telah diserahtenmakan dalam Penyertaan Modal Awal Perusahaan Urmum

{PERUM) Prasarana Samudera sesuai dengan Keputusan Menteni Keuangan
Republik Indonesia Momor TSAEMEK.01231982 tanggal 13 Juli 1882,

- Audiensi, konfirmasi dan klarifikasi pada Badan Pertahanan Masional (BEPM)

Medan tanggal 8 November 2022, Koordnator Kelompok Substansi Swrvei dan
Pemetaan Dasar dan Tematik (Sdr. Wahyu Utomo) dan Keordnator Kelompok
Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (Sdr. Andhyka Marta)
menjelaskan bahwa berdasarkan data pemetaan tanah pada Kawasan
Pelabuhan Belawan yang meliputi Pelabuhan UmumiPeti Kemas Belawan dan
Pelabuhan Perkanan secara kessluruhan kurang kebih sekitar 3184 600 M2
(318,48 Ha) terdin dan:

a. HPL a.n PT PELINDO seluas 278 Ha:

b. HPL an PT PERINDO seluas 28,57 Ha:

¢c. Hak Pakai an PPS Belawan seluas 6.62 Ha:

d. Hak Milik Perorangan/ Swasta seluas 242 Ha; dan
e_ Belum terdaftar hak milikHPL di BPN sebeas 0,78 Ha.

Hasil diskusi berdasarkan aplikasi pemetaan tanah pada BPM, jka melihat
kondisi dan situasi pernetaan lahan pada Kawasan Pelabuhan Belawan, untuk

mengetahui wuped fisik luasan lahan seluas 7B Ha berupa tanah rawa dan
tercatat sebagal NUP 9 yang dmaksud oleh PPS Belawan tidak dapat ditelusun

disebabkan pada kawasan tersebut untuk tanah rawa yang saat ini dapat
dipotret melalui aplikasi kurang lebdh tersisa 22 358 m2 dan lahan tanah

tersebut merupakan lahan yang sebagian penguasaannya belum terpetakan
(0.78 Ha) pada data BPMN Medan.

Audiensi, konfrmasi dan klarifikasi pada Kelurahan Bagan Deli tanggal 10
Movernber 2022, Sekretans Lurah Bagan Deli lbu Sesi Surmiatl S menjelaskan
bahwa luasan wilayah Kelurahan Bagan Deli adalah seluas 230.000 M2 (230
Ha), sedangkan yang termasuk pada lahan berupa Rawa'Pasang Surut adalah
seluas 48,08 Ha. Pada luasan tersebut kondisi saat ini bahkan sejak tahun
1880an sebagian besar telah berubah fungsi menadi kawasan hunian yang di
kuasai oleh masyarakat, sehingga jika pihak PFS Belawan akan menelusun
keberadaan fisik lahan tanah rawa dengan NUP 2 seluas 7B Ha diyakini tidak
akan dapat diketermukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dalam Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintah Momor 07
tentang Aset Tetap Akrual pada paragraf 15 dinyatakan bahwa Aset tetap diakw
pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat dipercleh dan nilanya dapat diukwr

dengan ...



dengan handal. Untuk dapat diakui sebaga aset tetap harus dipenuhi khteria
sebagai berikut

(3] Bensujud,

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d] Twdak dimaksudkan wntuk dyual dalam operasi nommal entitas; dan

(e] Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pada paragraf 19 dinyatakan “5aat pengakuan aset akan dapat diandalkan
apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pempindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya serifkat tanah dan bukt kepemilikan
kendaraan bermotor. Apabda perolehan aset tetap belum didukung dengan bukf
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus disslesaikan proses ual
beli (akta) dan serifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asst tetap
tersebut harus diakul pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas
sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya”.

Sedangkan pada Buletin Teknis Mo morld dinyatakan pada BAE |l tentang
Akuntansi Tanah sebagai berikut

2.3 Pengakuan Tanah
PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Asettetap diakw pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap
harus dipenuhi kriteria sebagai berkut:

(@) Berwujud:

(B} Mempunyal masa manfaat lebih dar 12 {dua belas) bulan;

ic) Biaya perclehan aset dapat divkur secara andal;

(d} Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(e} Dipercleh atau dibangun dengan makswd untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kritera tidak tempenuhi maka
tanah tersebut Bdak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Dalam Peraturan Menten Keuangan Momor 181/PMECDS2018 tentang

Penatausahaan Barang Milik Megara pada Lamgpiran ¥ halaman 187 paragraf
3 dinyatakan bahwa Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perclehan. Biaya

perclehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
permbayaran honorarium  tim, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
mempersleh hak atas tanah (termasuk penserifikatan), biaya pematangan.

pengukuran ...



pengukuran, penimbunan , dan biaya lainnya, baik yang dikeluarkan maupun
yang masih harus dikeluarkan, samgpal tanah tersebut siap pakai . Nilai tanah
juga meliputi nilai bangunan tua yang teretak pada tanah yang dibeli tersebut,
jika bangunan tua tersebut dmaksudkan untuk dirmusnahkan.

Merujuk pada perkembangan penggunaan aplikasi SABMMN dan SIMAK-BMMN
serta SAKTI yang digunakan sebagai alat bantu penatausahaan Barang Milik
Megara yang akan menghasdkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang
beserta Catatan Ringkas Barang M#k Megara, pekerjaan-pekenaan terkat
dengan pengurukan dan pengerukan lahan yang akan mempengaruhi
penambahan/pengurangan nilai dar suatu aset Tanah, hanya terdapat satuan
luas (M2} sshingga pekerjaan-pekerjaan pembangunan terssbut yang
seharusnya dicatat pada satuan kubik (M2) secara otomatis ditentukan oleh
aplikasi sebagai satuan luas (M2).

Pada saat dlakukan pencatatan tanah rawa seluas 7317008 M2 pada NUP 1
hanya didasarkan pada Maskah Serah Terima yang ditandatangani antara
cekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekrefaris Jenderal
Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2000 tanpa
dilengkapi dengan hasil mwventarisasi, dokumen kepemilikan yang sah,
penentuan titk koordinat danfatau gambar/peta lokasi aset dmaksud. Selain
itu dokumen perclehan aset tersebut yang sebelumnya dikeluarkan melakes
belanf@a pembangunan pada Departemen Pertanian dengan perkiraan tengadi
antara tahun 1985-1802 sudah tidak dapat ditelusur, hal ini sesual dengan

hasil klanfikasi yang disampaikan Kementenan Pertanian melalui Swrat Momor
J422/PL D20VA470872018 tanggal 24 Septernber 2018.

Oleh sebab itu, kami memperkirakan bahwa tanah rawa dimaksud seluas
731.789 M2 yang diserahkan Depariemen Pertanian kepada Departemen
Kelautan dan Pernkanan sesua Maskah Serah Ternma sebagaimana tersebut
diatas merupakan pekerjaan penimbunan atau pematangan kahan yang
sedianya hanya menambah niai aset namun dibukukan pada masa tersebut
sebagal biaya perclehan Tanah.

Berdasarkan kronologl tersebut kami mohon arahan lebih lanjut dan KSAP, apakah
terkait dengan kondisi tersebut kami dapat melakukan koreksi pencatatan, unbuk

mengelmminasi nila asst tersebut dan Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan perimbangan bahwa:

1. Aset berupa Tanah tersebut tidak dapat ditelusur keberadaannya, sehingga

tidak memenuhi kriteria sebagai asst.

2. Asstberupa Tanah tersebut disebabkan tidak dapat ditelwsuri keberadaannya,

maka dari awal masuk dalam daftar barang kuasa pengguna PPS Belawan,

ticak ...



tidak pemah sekalipun digunakan untuk cperasional pemerintah.

. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan negara untuk meyakmi
besamya Biaya Perclehan guna membuktikan bahwa Tanah tersebut memang
pemah diperoleh untuk Pemerintah dan digunakan oleh Pemernntah tidak
dapat diteluswn, sehingga baik luasan maupun nilai perclehan yang hanya
didasarkan pada Benta Acara Serah Terima mash dragukan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-91/K.1/KSAP/XII/2022 29 Desember 2022
Sifat . Segera
Hal : Pendapat Terkait dengan Biaya Perjalanan Dinas

Yth.

dan Biaya Lainnya yang Masih Harus Dibayar
sebagai Kewajiban Jangka Pendek/
Utang Jangka Pendek

Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
di Jalan lle Lewotolok, Larantuka

Sehubungan dengan Saudara Nomor ltda.775/09/Sekret/2022 tanggal 01 Desember

2022 hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Paragraf 18 menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal’.

Paragraf 23 menyatakan bahwa “Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika
masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai
sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk
menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau
sumber daya lain di masa depan”.

Paragraf 24 menyatakan bahwa “Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah
saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang
diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi
pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima
dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar
dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan
jasa periode berjalan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau
jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Namun
demikian, pengakuan kewajiban terkait dengan pembayaran kegiatan tahun berjalan yang
akan dilakukan pada tahun berikutnya agar tetap memperhatikan ketentuan mengenai
kebijakan pembayaran belanja pemerintah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat
berkonsultasi lebih lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Keuangan
Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jindle Lewotolok No. Telp. ( 0383) 21091 Fax. ( 0383) 21091
LARANTUKA

Nomor ¢ Ida. 775/ 09 /Sckret/2022 Larantuka, 01 Desember 2022
Sifat : Penting.
Lampiran - Kepada
Perihal : Mohon Petunjuk dan Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Arahan. di -
Jakarta,

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Flores Timur Nomor:
ITDA.709/146/ST2022, Tanggal 09 September 2022 untuk  melakukan
Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Keschatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Keschaten Kabupaten Flores
Timur, tim pemeriksa Inspektorst Duerah Kabupaten Flores Timur sedang
melaksanakan pemeriksaan terkait sejumlah biaya yang menjadi beban tahun
anggaran 2021 yang belum dircalisasikan pembaynrannya pada tnhun 2021.

Adapun secara rinci, uraian permasalahan sebagai berikut :
|. Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat

alokasi DAK Nonfisik bidang keschatan oleh Kementerian Keschatan
Republik Indonesia sebesar Rp29.962.122.000,00. Sesuai pagu alokasi
tersebut, Dinas Keschatan Kabupaten Flores Timur dan Puskesmas
menyusun Rencans Kerja Anggaran per rincian  kegiatan  untuk
selanjutnya melakukan penginputan pada aplikasi e-renggar Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia

2 Bahwa DAK Non fisik bidang keschatan tahun 2021 tahap | telah
ditransfer ke kas dacrah schesar Rp10.914.087.665,00.

3. Bahwa sampai dengan berukhimya tahun anggaran 2021, DAK Nonfisik
bidang keschatan tahun 2021 tahap [1 tidak ditransfer ke kas daerah. Hal
ini discbabkan, pihak pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan
realisasi penyerupan dana dan laporan realisasi penggunaan dana dengan
batas waktu paling lambat tanggal 30 November 2021.



4. Bahwa tidak tersalumya dana tahap 1l berdampak pada sampai dengan
akhir periode anggaran yakni 31 Desember 2021, masih terdapat beban
yang masih harus dibayar yakni beban perjalanan dinas biasa (tranport
lokal) tenaga medis dan non medis dalam rangka pelayanan keschatan di
desa/kelurahan dan belanja lainnya.

5. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan tugas
pelayanan keschatan masyarakat olch puskesmas (tenaga medis dan non
medis) didesw/Kelurshan dilakukan sesuai  penjadwalan puskcsmas
sedangkan pembayaran biaya transport lokal atas pelaksanaan tugas dan
belanja lainnya dilakukan setelah realisasi dana dari dinas keschatan
kepada bendahara pengeluaran pembantu puskesmas. Adapun mekanisme
pembayaran menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persedinan (TU).

6. Bahwa pelaksanaan perjalanan dinas biasa (transport lokal) oleh para
tenaga keschatan dan non tenaga keschatan di Puskesmas didukung
dengan dokumen-dokumen yakni: surat tugas dan laporan pelaksanaan
(transport lokal) yang masih harus dibayarkan terscbut  schesar
Rp4.361.536.000,00

7. Bahwa sclain biaya perjalanan dinas biasa (transport lokal) yang belum
dibayarkan terdapat pula biaya lainnya, yakni biaya ATK, cetak, benda
pos, kelengkapan komputer, bahan lainnya dan makanan /minuman rapat
pada pihak ketiga sebesar Rp18.065.600,00 serta jasa tenaga keschatan
pada Puskesmas sebesar RpE9.000.000,00

8. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut di atas, pada Laporan
Kcuangan Pemerintah Dacrah Kabupaten Flores Timur Tabun 2021 tidak
menyajikan beban yang masih harus dibayar/utang pada akun Kewajiban
Jangka Pendek.

9. Bahwa Bulctin Teknis Nomor 22 Akuntansi utang berbasis akrual pada
Bab II. Utang Dalam Negeri menyatakan bahwa pengakuan utang kepada
pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga
yang biasanya dinyatakan dalam bentuk sunst penagihan (invoice) kepada
pemerintah terkait pencrimaan barang/jasa yang belum disclesaikan
pembayarannya olch pemenintah. Utang pihak ketiga juga diakui apabila



Tembusan :

diakhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM - LS kepada
bendahara pengeluaran yang belum discrahkan kepada pihak yang berhak.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami memohon petunjuk dan
arahan berkaitan dengan apakah beban perjalanan dinas (transpor lokal) dan
biaya lainnya yang masih harus dibayar, dopat dikategonkan sebagai
kewajiban jangka pendek/utang jangka pendek, untuk kemudian pada periode
tahun anggaran berikutnya, dapat dialokasikan untuk dilakukan pembayaran,
Petunjuk dan arahan Komite Standar Akuntansi Pemerintah sangat
rekomendasi kepada suditan (Dinas Keschatan Kabupaten Flores Timur)
serta untuk  meminimalisir  kesalahan/kekelirvan  dalam  memberikan
rekomendasi.
Demikian permasalahan vang kami sampaikan, stas petunjuk dan
arahan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. kami menyampaikan terima
kasih.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

I. Yth. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan).
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